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MOTTO 
                
         1 
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian 
harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu 
nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama , “AL Quan dan Terjemah,” (jakarta: Kalim, 2013). 
Hal 64 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 
22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث sa‟ S es (dengan titik 
diatas) 
ج Jim J Je 
ح h H ha (dengan titik 
dibawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Z ze (dengan titik 
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diatas) 
ر ra‟ R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik 
dibawah) 
ض Dad D de (dengan titik 
dibawah) 
ط ta‟ T te (dengan titik 
dibawah) 
ظ za‟ Z zet (dengan titik 
dibawah) 
ع „ain „ koma terbalik diatas 
غ Ghain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Oi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Waw W W 
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ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 
يّددعتم Ditulis muta’addidah 
يّدع Ditulis ‘iddah 
 
III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 
a. Bila dimatikan tulis h 
ةمكح Ditulis Hikmah 
ةيسج Ditulis Jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, 
seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat 
aslinya). 
b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h 
ءبينولآا ةمارك Ditulis karomah al-auliya 
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c. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, 
kasrah, dan dammah ditulis t 
رطفناةبكز Ditulis zakat al-fitr 
 
IV. Vokal Pendek 
 Fathah Ditulis A 
 Kasrah Ditulis I 
 Dammah Ditulis U 
 
V. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ةيههبج 
Ditulis 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyah 
Fathah + ya‟mati 
يسىت 
Ditulis 
Ditulis 
Ā 
Tansā 
Kasrah + ya‟mati 
ميرك 
Ditulis 
Ditulis 
Ī 
Karīm 
Dammah + wawu 
mati 
ضورف 
Ditulis 
Ditulis 
Ū 
Furūd 
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VI. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟mati 
مكىيب 
Ditulis 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
Fathah + wawu mati 
لوق 
Ditulis 
Ditulis 
Au 
Qaul 
VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 
dengan aposrof 
متوأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
متركش هئن Ditulis la’in syakartum 
VIII. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  
نأرقنا Ditulis al-Qur’an 
شبيقنا Ditulis al-Qiyas 
 
b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan 
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l 
(el)nya 
ءبمسنا Ditulis As-Samā’ 
صمشنا Ditulis Asy-Syams 
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ضورفنا ىوذ Ditulis Zawi al-furūd 
 مهاةىسنا  Ditulis Ahl as-Sunnah 
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ABSTRAK 
Salah satu faktor pendorong produktifitas adalah menerapkan 
“asas kesejahteraan nazhir”. Sudah terlalu lama nazhir diposisikan 
sebagai pekerja asalasalan, alias lilla<hi ta’ala (dalam sisa-sisa waktu dan 
bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, 
seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah saatnya, kita menjadikan 
nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik 
umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, 
tapi juga di dunia.  
Konsep tersebut telah diimplementasikan oleh Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung dalam memberikan kesejahteraan kepada nazhir. 
Berdasarkan latar belakang demikian, penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut: pertama, bagaimana bentuk kesejahteraan nazhir di 
YBWSA. Kedua, bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir dalam 
pengelolaan wakaf di YBWSA.   
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research).  Yaitu, penelitian yang 
mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan. 
Karena ini menyangkut permasalahan interelasi antara hukum 
dengan lembaga-lembaga sosial lain maka penelitian ini merupakan 
studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai 
penelitian hukum sosiologis (social legal research).  
Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: pertama, bentuk 
kesejahteraan bersifat materi, yaitu berbentuk biaya kesehatan BPJS, 
biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan hari tua, THR, reward haji dan 
umrah. Dari bentuk-bentuk kesejahteraan tersebut YBWSA tidak 
memeberikan gaji/penghasilan kepada nazhir sebagaimana yang telah 
atur Kompilasi Hukum Islam dan Undangundang Wakaf. Selain itu, 
belum memenuhi unsur Undang-undang kesejahteraan sosial yang salah 
satunya memiliki unsur pendapatan. Kedua, keberhasilan dalam 
pengelolaan wakaf telah diakui oleh yayasan, bahwa efek dari 
kesejahteraan nazhir mampu memberikan implikasi terhadap 
produktivitas pengelolaan wakaf.   
Kata Kunci: Wakaf, Nazhir, Kesejahteraan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara kaya 
dengan sumber daya alam yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam, seperti Indonesia, merupakan suatu 
keprihatinan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah 
penduduk miskin yang terus bertambah jumlahnya sejak krisis 
ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini.
1
 
Permasalah pelik tersebut disebabkan struktur 
ekonominnya sangat timpang (senjang), karena basis ekonominya 
yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang yang menerapkan 
prinsip ekonomi riba<wi.2 Untuk itu, salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan 
memaksimalkan potensi kelembagaan yang diatur oleh ajaran 
Islam, seperti; wakaf.
3
  
Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang 
menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah 
ijtima<’iyyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka 
tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan 
                                                          
1 Depang RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 
(Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm, 7 
2 Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf 
Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 6 
3 Depang RI, Loc.Cit. hlm, 3 
2 
ikhlas karena mencari ridho-Nya.
4
 Sebagai salah satu bentuk 
ibadah yang ketentuannya belum dijelaskan secara tegas oleh Al-
Qur’an, para ulama’ mengeluarkan hukum (istinba<t{{{{) dari nash 
yang ada, baik Al-Qur’an maupun Al-Hadits. Asumsi para ulama 
tentang dasar hukum pelaksanaan wakaf sampai sekarang salah 
satunya adalah surat Ali Imron ayat 92
5
 : 
                             
          
 Artinya:“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang 
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan. 
Maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (Q.S. Ali 
Imron : 92)
6
 
 
Sebagai salah satu ajaran Islam yang berorientasi pada 
komitmen keadilan ekonomi¸ intiusi wakaf bukan sekedar praktek 
ibadah ritual, melainkan memiliki dimensi sosial yang luas.
7
 
Selain itu, sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi 
sosial juga merupakan bentuk pernyataan dari perasaan iman 
                                                          
4 Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, 
(Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1. 
5 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-
syariah al-islamiyyah, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 37 
6 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah 
Pentahsian Mushaf al-Quran, 2011), hlm. 63 
7 Achmad Arief Budiman, Membangun Akuntabilitas Lembaga 
Pengelolahan Wakaf, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2010),  hlm, 17  
3 
 
 
yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama 
manusia.
8
 
Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa selain berdimensi 
vertikal (manusia kepada Allah), wakaf juga mempunyai dimensi 
horizontal, yakni hubungan manusia dengan sesama manusia 
lainnya. Dimensi sosial perwakafan memilki arti bahwa 
penggunaan hak milik sesorang harus memberi manfaat langsung 
atau tidak langsung kepada masyarakat.
9
  
Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat 
bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha 
pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela 
melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga 
merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa 
memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi 
yang mewakafkan.
10
 
Selain itu, wakaf juga berperan cukup strategis di tengah-
tengah kemiskinan yang menggurita umat Islam Indonesia. 
Untuk itu, pola penyadaran yang harus dilakukan terus menerus 
adalah agar para pemilik harta bisa meningkatkan volume 
beribadah yang berdimensi sosial. Sebab, wakaf memiliki 
                                                          
8 Usman Suparman, “Hukum Perwakafan di Indonesia”, (Jakarta: 
Kementrian Agama RI, 2013), hlm. 1 
9 Ibid, hlm 2 
10 Satria Effendi, eta al., Problematika Hukum Keluarga Islam 
Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: 
Prenada Media, 2004), hlm. 410 
4 
kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi 
kemasyarakatan.
11
 
Dalam sejarah perkembangan Indonesia, wakaf telah 
dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat sejak Islam masuk di 
Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi 
salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Buktinya, 
jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut 
Departemen Agama Republik Indonesia, data terahir terdapat 
403.845 lokasi tanah wakaf dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari 
total jumlah tersebut 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf 
dan sekitar 10% memilki potensi ekonomi tinggi, dan masih 
banyak lagi yang belum terdata. Apabila jumlah tanah wakaf 
tersebut dihubungkan dengan negara Indonesia yang saat ini 
sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, 
sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang 
potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat 
yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang begitu banyak, 
pada umumnya pemanfaatanya masih bersifat konsumtif 
tradisional dan belum dikelola secar produktif profesional. 
Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum bisa terasa 
manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
12
  
                                                          
11 Depag RI, Strategi pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 
(Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm, 18 
12 Depag RI, Perkembangan Pengelolahan Wakaf di Indoneswia, 
(Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan 
Masyarakat Islam, 2006), hlm. 3 
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Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam 
merupakan upaya strategis dalam rangka mengatasi problematika 
kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang memiliki 
pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harus dikelola 
dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu 
memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan 
masyarakat, khususnya bidang ekonomi.
13
 Sebab, karakter dasar 
yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Maksudnya, 
wakaf baru bisa memberi kemanfaatan bagi umat manakala 
dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala 
sumber daya alam yang ada, pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata 
bagi mauquf „alaih.14  
Agar pengawasan dan pengelolaan wakaf bisa berjalan 
dengan baik, maka wa<qif  menentukan nazhir untuk mengelola 
dan mengurusi harta yang diwakafkan dengan baik. Dalam 
sejarah perkembangan pengelolahan wakaf, peranan nazhir 
sangatlah ensensial. Nazhir adalah pihak yang menerima harta 
benda wakaf dari wa<qif  untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
                                                          
13 Depang RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 
(Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), hlm.73 
14 Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan 
dan Pengembangan, (Semarang: CV. Karya Abadi), 2015, hlm. 131. 
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dengan peruntukannya.
15
 Sebab, berfungsi atau tidaknya suatu 
perwakafan sangat tergantung kepada nazhirnya.
16
  
Sesungguhnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga 
bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan 
bergantung pada harta tersebut, akan tetapi bergantung pada 
pengelolanya atau nazhir. Banyak wakaf yang terbengkelai dan 
terlantar karena nazhir tidak mengelolanya, dan banyak pula 
wakaf yang bernilai manfaat karena tangan trampil para 
pengelolanya.
17
  
Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan 
kepercayaan dalam pengelolahan harta wakaf sangatlah penting, 
yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid 
tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun 
para ulama sepakat bahwa wa<qif harus menunjuk nazhir yang 
mampu mengelola wakaf, baik yang bersifat perseorangan 
maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf yang mampu 
ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga 
harta wakaf tidak sia-sia dan mampu memberikan kesejahteraan 
bagi umat.
18
 
                                                          
15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat (4). 
16Depag RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
Peraturan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaanya, (Jakarta, Direktorat 
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), hlm. 3. 
17 Ahmad Furqon, Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social 
Enterpreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan), 
(Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm. 26 
18 Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, op.cit, hlm. 54 
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Di sisi nazhir bertanggung jawab atas produktivitas 
pengelolaan wakaf, nazhir pun berhak mendapatkan 
kesejahteraan, baik itu berupa gaji (Bisya<rah) ataupun bentuk 
tunjangan lainnya. Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus 
dan mengelola harta wakaf dengan 
mengembangkan,memperbaiki kerusakan-kerusakan, 
menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta 
membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para 
musta>hi, sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas 
apa yang telah dilakukannya.
19
  
Tetapi, mengenai ketentuan upah nazhir ini tdak ada 
batasan tertentu. Karena bisa berbeda-beda bentuk maupun 
besarannya, tergantung tempat dan kondisinya, sekaligus 
disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nazhir. Bentuk 
dari upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, 
seperti dua puluh atau tiga puluh, atau berdasarkan persentase, 
seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan, dan bisa 
berbentuk imbalan lainnya yang mampu memenuhi kebutuhan 
hidup si nazhir
20
  
Tentang persoalan hak nazhir mendapatkan upah, para 
ulama telah menyebutkan banyak dalil atau dasar hukum. 
Diantaranya adalah, dari Umar bin Khathab r.a ketika 
mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau berkata: 
                                                          
19 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Loc.cit, hlm, 498 
20 Ibid, hlm, 499 
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لاحانج ىلع هم اهيلو نأ لكأي اهنم فورعملب (قفتم عهيل)  
Artinya: “Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya, 
memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik.”21 
Hadis di atas merupakan slah satu dasar bahwa nazhir 
berhak mendapatkan upah. Walaupun demikian belum ada 
batasan yang pasti mengenai imbalan nadzir atas pengelolaan 
harta benda wakaf. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan 
cara yang ma’ruf adalah kadar yang biasanya berlaku. Dalam hal 
ini para ulama sepakat bahwa wa<qif berhak menetapkan imbalan 
nadzir wakaf disesuaikan dengan berat ringannya pekerjaan yang 
dilakukan nadzir dalam mengelola harta benda wakaf.
22
 
Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa nazhir berhak 
mendapatkan gaji selama melaksanakan segala sesuatu yang 
diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji bisa sepersepuluh 
atau seperdelapan, atau sebagainya, sesuai dengan ketentuan 
wa<qif . Namun, apabila wa<qif  tidak menetapkan upah nazhir, 
maka hakimlah yang menetapan upah nazhir tersebut. Besarnya 
upah pada umumnya disesuaikan dengan berat ringannya tugas-
tugas yan dierikan oleh nazhir.
23
 Menurut Abu Zahrah, pendapat 
golongan Malikiyah mengenai upah nadzir ini hampir sama 
dengan golongan Hanafiyah. Hanya saja sebagian golongan 
                                                          
21 Ibid, hlm, 499 
22 Sayyid Sabiq, Terjemah Fikih al-Sunnah, (Jakarta: Cakrawala 
Pulising, 2009), Jilid V, hlm. 532 
23Said Agil Husin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, 
Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 159  
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Malikiyah berpendapat bahwa jika wa<qif tidak menentukan upah 
nadzir, maka hakim dapat mengambil upah itu dari baytul ma<l.24 
Adapun golongan Syafi’iyyah berpendapat bahwa yang 
menetapkan gaji nazhir adalah wa<qif. Mengenai jumlahnya, 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wa<qif. Jika 
wa<qif tidak menetapkan upah bagi nazhir, menurut golongan 
Syafi’iyyah, nazhir tidak berhak menerima gaji. Jika 
mengharapkan gaji, nazhir harus mengajukan permohonan 
kepada hakim.
25
  
Dari penjelasan di atas, jelas ulama-ulama salaf telah 
memberikan penegasan, bahwa nazhir berhak mendapatkan upah. 
Selain itu, nazhir dalam mengelola harta wakaf mendapatkan 
upah atau imbalan seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 222 Jo PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 8, yang 
berbunyi: 
’’Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang 
jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas 
saran majlis ulama Kecamatan dan kepala kantor urusan 
agama kecamatan setempat”.26 
 
Berdasarkan bunyi dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI 
tersebut, belum ditentukan secara tegas berapa sebenarnya kadar 
imbalan yang diberikan kepada nadzir. Hal mengenai imbalan 
                                                          
24 Ibid., hlm.159  
25 Ibid, hlm. 160 
26 Abdul Manan, et al., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang 
Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 128 
10 
nadzir akhirnya mendapat ketentuan yang telah dibatasi setelah 
tanggal 27 Oktober 2004, dimana pemerintah mengeluarkan 
peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang 
pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf.
27
 Undang-
Undag No 41 tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 12 yang 
menjelaskan tentang hak nazhir dalam mengelola wakaf,  
berbunyi:  
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih 
atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
yang besarnya tidak melebihi 10% (Sepuluh Persen)”. 
 
Kaitannya dengan pemberian imbalan/upah sebagai bentuk 
kesejahteraan terhadap nazhir, hal ini telah dilaksanakan oleh 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang 
memberikan kesejahteraan bagi para pengurus dan pegawainya 
dalam pengelolaan wakaf. Hal ini dilakukan sebagai stimulus dan 
hadiah atas kinerja agar membuat para nazhir fokus dan 
profesional dalam mengelola wakaf menjadi produktif.  
Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan kepada 
nazhir wakaf bisa dikatakan hal yang unik. Sebab, prioritas 
YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kapada para nazhir 
                                                          
27 Abdul Ghafur Anshori, Op.Cit., hlm. 156 
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tidak hanya berbentuk materi, juga berbentuk non materi.
28
 
Melihat realitas tersebut, kiranya menarik bagi penulis untuk 
meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk kesejateraan yang 
diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kepada 
pengelola sebagai stimulus dan atas kinerja dalam produktivitas 
pengelolaan wakaf.  
Untuk itulah, kemudian penulis ingin menuangkannya 
dalam sebuah penelitian mendalam dalm bentuk skripsi dengan 
judul “ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR DALAM 
PRODUKTIVITAS PENGELOLAHAN WAKAF (Studi 
Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya ada dua 
pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, 
yaitu: 
1. Bagimana bentuk kesejahteraan nazhir dalam pengelolaan 
wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung?  
2. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir terhadap 
produktivitas pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung? 
 
                                                          
28 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Melihat permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka 
tujuan penelitian ini adalah:  
a. Untuk mengetahui bentuk kesejahteraan nazhir yang di 
berikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  
3. Untuk mengetahui implikasi kesejahteraan nazhir terhadap 
produktivitas pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung? 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 
untuk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang 
dalam memberikan bentuk kesejahteraan kepada 
pengurus pelaksana pengelolaan dan pengembangan 
wakaf. 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan mampu memeberikan 
sumbangan pemikiran dalam ilmu wakaf. Kemudian 
penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan 
penelitaian berikutnya terkait pengelolaan wakaf. 
D. Telaah Pustaka 
Penulis sadar wakaf dan segala permasalahannya 
merupakan suatu persoalan yang menarik, sehingga banyak yang 
meneliti dan mengkajinya. Sebelum merealisasikan penelitian 
13 
 
 
lebih lanjut, penulis terlebih melakukan studi terhadap penelitian 
terdahulu yang berkaitan permasalahan yang penulis bahas, 
terutama setudi yang membahas permasalahan wakaf. Telaah 
pustaka dilakukan agar penelitian yang penulis lakukan tidak 
sama dengan penelitian sebelumnya.  
Skripsi yang ditulis oleh Teja Sukmana (2101133), 
Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang 
berjudul “Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf”. Dalam 
skrispsi tersebut, penulis fokus dalam memberikan analisis 
terhadap pasal 222 KHI yang menerangkan imbalan nazhir yang 
kemudian diperjelas dengan munculnya Undang-Undang No 41 
Tahun 2004. Penulis juga memberikan pemaparan bahwa 
Undang-undang tersebut tidak hanya menjelaskan tugas dan 
kewajiban nazhir dalam mengelola wakaf tapi juga hak yang 
harus didapatkan oleh nazhir sebagai imbalan atas kinerja dalam 
mengelola wakaf.
29
  
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isadur Rofiq 
(072111003), Mahasiswa Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo 
Semarang yang berjudul “Studi Analisis Tentang Peran Nazhir 
Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU 
Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo 
                                                          
29  Teja Sukmana, Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nazhir Wakaf”, (Semarang: IAIN 
Walisongo, 2006) 
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Kec. Sayung Kab. Demak)”. Menyatakan bahwa mengenai 
masalah pengelolaan wakaf oleh Nazhir di Desa Dombo 
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ternyata belum 
dilaksanakan maksimal artinya Nazhir yang seharusnya bertugas 
mengelola dan mengurus 10 tanah wakaf ternyata tidak berperan 
sama sekali, dan tanah wakaf tersebut dikelola oleh satu 
kepengurusan (bukan Nazhir). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo 
Kecamatan sayung Kabupaten Demak adalah: Minimnya 
pengetahuan dari pihak Nazhir dan wa<qif terhadap berbagai 
peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hakhak Nazhir, 
kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari 
KUA Kec. Sayung Kab. Demak kepada Nazhir tentang tugas-
tugas Nazhir, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran 
Nazhir tanah wakaf dapat berkembang dengan baik, aparat desa 
kurang pro aktif terhadap masyarakat setempat berkaitan dengan 
perwakafan, adanya anggapan sementara bahwa Nazhir adalah 
sebagai formalitas, sulitnya berkoordinasi dengan Nazhir 
anggota, anggapan masyarakat bahwa hal seperti ini adalah sudah 
sesuai dengan aturan agama Islam, dan sudah berjalan sejak 
dahulu.
30
  
                                                          
30 Muhammad Isadur Rofiq,  Studi Analisis Tentang Peran Nazhir 
Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 
Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)” 
(IAIN Walisongo Semarang, 2011) 
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Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Nur Kamila (072411085) 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN 
Walisongo Semarang yang berjudul “Manajemen Badan 
Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf”. Dalam skripsi tersebut 
dibahas bagaimana Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung 
Semnarang dalam menajemenya pendayagunaan hasil 
pengelolaan harta wakaf. Sebab, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa harta benda wakaf yang dimiliki Masjid Agung Semarang 
selain digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah 
yatim piatu, makam juga banyak tanah wakaf yang dikelola 
secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat 
dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya 
kaum fakir miskin.  
Jurnal pemikiran hukum islam UIN Walisongo yang ditulis 
oleh Achmad Arif Budiman salah satu Dosen Fakultas Syari‟ah 
dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul 
“Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus 
diRumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, 
dan Masjid Agung Semarang)”. Menerangkan bahwa Lembaga 
wakaf seharusnya menerapkan tata kelola yang baik agar 
mampun membuahkan hasil yang optimal. Salah satu cara yang 
harus dipraktekkan adalah dengan memberikan kesempatan 
kepada stakeholder untuk berpartisipasi. Namun dalam faktanya 
partisipasi stakeholder masih minim. Hal ini disebabkan belum 
16 
terbangun kesadaran pihak pengelola (Nazhir) dan ketidaktahuan 
stakeholder akan hak yang dimiliknya. Tulisan ini merupakan 
hasil penelitian yang mendeskripsikan bentuk dan alasan 
partisipasi stakeholder dalam praktek perwakafan di Kota 
Semarang yang dilihat sudah bonafide, yang menunjuk tiga objek 
penelitian, yakni  Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang. Penelitian ini 
dilakukan dengan pendekatan good governance yang mencakup 
dinamika pengelolaan, profesionalitas serta keterwakilan 
lembaga.
31
  
Jurnal pemikiran ekonomi islam UIN Walisongo yang 
ditulis oleh Ahmad Furqon salah satu Dosen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang berjudul, 
“Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif”. Penelitian 
ini bertujuan untuk menjelasakan model-model pembiayaan yang 
dapat diterapkan dalam pengembangan wakaf tanah produktif, 
serta mencari model pembiayaan yang paling efektif untuk wakaf 
tanah produktif. Makalah ini menemukan banyak model 
pembiayaan yang dapat diterapkan bagi pembiayaan tanah wakaf, 
akan tetapi pembiayaan yang mengurangi resiko kerugian perlu 
menjadi pertimbangan lembaga wakaf dalam memilih model 
pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang berbasis partisipasi 
                                                          
31 Achmad Arif Budiman, “Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan 
(Studi Kasus diRumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan 
Masjid Agung Semarang)”, (Al Ahkam Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan 
Ilmu Hukum UIN Walisongo Vol 26 No 1 April, 2016) 
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masyarakat dan pembiayaan dengan akad musyarakah 
muntahiyah bi tamlik dipandang memiliki resiko yang lebih 
ringan dibandingkan model pembiayaan lainnya.
32
  
Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang peniliti 
sajikan, jelas memiliki perbedaan yang sangat jauh. Hasil 
penelitian terdahulu memang mengkaji tentang perwakafan, 
tetapi dari penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian 
yang membahas tentang “ANALISIS KESEJAHTERAAN 
NAZHIR DALAM PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN 
WAKAF (Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung Semarang), sehingga penulis tertarik untuk menelitinya 
dalam bentuk sebuah skripsi. 
E. Metode Penelitian 
Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok 
permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut 
metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 
tujuan.
33
 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan suatu 
metode guna memeperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara 
pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik. Sehingga 
                                                          
32 Ahmad Furqon, “Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif”, 
(Economica, Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Walisongo Vol 5 No 1, 2014) 
33 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: 
Buki Pustaka, 1997), hlm.23 
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mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan metode 
penilitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan 
dan menganalisa samapai menyusun laporan guna mencapai 
suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di 
lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas 
dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti.
34
  
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 
kualitatif atau disebut juaga metodologi kualitatif yang 
berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan prilaku yang dapat diamati.
35
  
Dengan menggunakan metode deskriptif analisis 
metode ini bermaksud menggambarkan, memaparkan 
keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, yaitu 
menggambarkan bentuk kesejahteraan nazhir dalam 
pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf 
                                                          
34 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 
1992), hlm. 18 
35 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3 
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Sultan Agung  Semarang. Dalam penelitian ini bertujuan 
mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan 
pemahaman.  
Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan 
selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk 
mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari 
pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu 
yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.
36
  
Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang 
bentuk kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan 
wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang. 
Pembahasan ini akan penulis uraikan pada BAB III. 
2. Waktu dan Fokus Ruang Lingkup 
Dalam penelitian ini, fokus dan ruang lingkup masalah 
penelitian ini tertuju pada analisis bentuk kesejahteraan 
nazhir dalam pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang. Tempat penelitian 
dilakukan di kantor wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung  di Jalan Raya Kaligawe, Km. 4 Semarang dan 
mengambil sampel satu kepengurusan, yakni pada tahun 
2013-2018. 
 
 
                                                          
36 Wasty Soemanto, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1999), hlm. 15 
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3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 
a. Penentuan Sumber Data 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari 
dan menganalisa data-data penelitian, yang 
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:  
1)   Data Primer, 
Yaitu  data yang langsung dikumpulkan 
oleh peneliti melalui wawancara.
37
 Data yang 
penulis butuhkan adalah yang terkait dengan 
bentuk kesejahteraan nazhir dalam pengelolaan 
pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung  Semarang.  
Data primer ini sangat menentukan 
pembahasan skripsi ini, adapun data primer yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi 
dari pengurus pengelola wakaf di Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung  Semarang dan pihak-pihak 
terkait. 
2)   Data Skunder 
Yaitu data-data yang biasanya tersusun 
dalam bentuk dokumen-dokumen.
38
 Data 
sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
                                                          
37 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1995), hlm. 84 
38 Ibid., hlm. 85 
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dapat berupa dokumen yang terkait dengan 
praktek perwakafan di kantor pengelolaan dan 
pengembangan wakaf di Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung Semarang, peraturan perundangan 
dan ditunjang dengan studi kepustakaan (library 
research). 
b. Teknik Pengumpulan Data 
Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah 
pencarian dan pengumpulan data yang dapat 
dipergunakan untuk membahas masalah atau 
problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. 
Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang. 
Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis 
menggunakan cara sebagai berikut: 
1)  Wawancara 
Wawancara adalah proses percakapan 
dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai 
orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, 
perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua 
pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 
pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.
39
  
                                                          
39 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi 
Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2007), hlm. 155. 
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Wawancara ini dilakukan oleh peneliti 
kepada pengurus pengelolaan pengembangan 
wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  
Semarang, serta pihak-pihak yang terkait lainya.  
Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi 
yang mendalam mengenai bentuk kesejahteraan 
nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang.  
2)   Dokumentasi 
Dokumentasi Yaitu mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen 
rapat, dan lain sebagainya.
40
 Metode ini penulis 
gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen 
yang terkait bentuk kesejahteraan nazhir atas 
pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang. 
4. Tehnik Analisis Data 
Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni 
sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu 
                                                          
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 
(Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 236. 
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situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara 
sistematis dan akurat.
41
  
Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan 
pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada bentuk 
kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf 
di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang.  
Secara garis besar analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud 
menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang 
disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan 
rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.
42
  
Metode ini digunakan sebagai upaya untuk 
mendiskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap 
bentuk kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan 
wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang. 
Adapun teknis penulisan skripsi ini, penulis berpedoman 
pada “Buku Pedoman Penulisan Skrisi- Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Walisongo Semarang” yang di susun oleh tim 
penulis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 
Semarang. 
 
                                                          
41 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka 
Setia, 2002), hlm. 4 
42 Suharismi Arikunto, Op. Cit, hlm. 213. 
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F. Sistematika Penulisan 
Upaya melengkapi penjelasan dalam penyusunan dan 
pengembangan skripsi ini serta untuk mempermudah untuk 
memahami, maka pembahasan dalam penbelitian ini akan 
dipaparkan dalam lima bab, yang masing-masing bab 
memberikan penjelasan dan mengandung korelasi yang 
menerangkan alur pemikiran penulis secara sistematis dan akurat. 
Sehingga pembaca bisa memetik inti dari pemahaman skripsi ini. 
Adapun seistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : Berisi tentang pendahuluan, yang merupakan 
gambaran umum dan garis besar dari keseluruhan pola berpikir 
yang dituangkan pada konteks yang jelas serta padat dalam 
penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, deskripsi skripsi diawali 
dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan 
Sistematika Penulisan.  
BAB II : Berisikan materi tentang tinjauan umum tentang 
wakaf, tinjauan umum tentang nazhir, dan kesejahteraan. Dalam 
bab ini berisi tinjauan umum tentang wakaf dan nazhir yang 
meliputi pengertian, dasar hukum, syarat rukun, dan macam-
macam wakaf. Kemudian pemaparan tentang penertian nazhir, 
syarat-syarat dan macam-macam nazhir, serta konsep 
kesejahteraan nazhir.  
BAB III : Berisi tentang gambaran Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung  Semarang. Bab ketiga ini berisi lima pembahasan. 
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Yang pertama mengenai gambaran umum atau profil Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang. Kemudian yang kedua 
tentang visi-misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  
Semarang. Ketiga adalah struktur keanggotaan Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung  Semarang. Yang keempat adalah apa saja 
asset yang dikembangkan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung Semarang. Dan yang kelima adalah bentuk kesejahteraan 
nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung  Semarang. 
BAB IV : Berisi tentang analisis bentuk dan implikasi 
kesejahteraan nazhir atas pengelolaan pengembangan wakaf di 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  Semarang.  
BAB V : merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini. 
Pada bab ini penulis memaparkan beberapa kesimpulan dari 
seluruh hasil pembahasan, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG KESEJAHTERAAN NAZHIR 
WAKAF DALAM PENGELOLAAN WAKAF 
 
A. Nazhir 
1. Pengertian Nazhir 
Secara Bahasa, nazhir berasal dari kata kerja bahasa arab 
Nazhara – yanzhuru–nazhran yang berarti menjaga, memelihara, 
mengelola, mengawasi. Adapun kata nazhir adalah isim fail dari 
kata nazhara yang dapat diartikan dengan pengawas.
1
 Pengertian 
nazhir adalah al-mudir atau al-qayyim atau al-mutawalli, yang 
berarti melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap semua 
kegiatan yang berkaitan dengan wakaf, berupa menjaga, 
melindungi, dan menginvestasikan, kemudian mengumpulkan 
keuntungan wakaf dan mendistribusikan kepada yang berhak.
2
  
Secara istilah, nazhir adalah orang atau badan yang diberi 
wewenang untuk mengelola harta wakaf.
3
  
Pasal 215 (5) Kompilasi Hukum Islam bagian wakaf 
menyatakan, nazhir adalah: 
                                                          
1 Said Agil Husain al-Munawar, Hukum Islam dan Pluraritas Sosial, 
(Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 151 
2 Ahmad Furqon, Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social 
Enterpreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan), 
(Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm 27 
3 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat; Implementasi Wakaf di Pondok Modern 
Darussalam gontor, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hlm, 142 
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“Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas   
pemeliharaan pengurusan benda wakaf.”4 
Sedangkan dalam pasal 1 (4) tentang wakaf, menyatakan 
bahwa nazhir adalah: 
“Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk 
dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.”5 
 
Keberadaan nazhir yang bertugas menjaga dan 
menginvestasikan asset wakaf, merupakan salah satu cara dalam 
syarat Islam untuk menjamin agar asset wakaf terkelola dengan 
baik dan berkemban.
6
 
2.   Syarat Nazhir 
Agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka tidak 
bisa sembarangan orang dapat ditujuk sebagai nazhir. Walaupun 
para mujtahid tidak menjadikan nazhir seabagai salah satu rukun 
wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wa<qif  harus menujuk 
nazhir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perorangan 
ataupun kelembagaan.
7
 
Menurut Ahmad Abid Abdullah al-Kabisi, syarat-syarat 
nazhir adalah berakal, dewasa, adil, cakap hukum dan beragama 
Islam. 
 
 
                                                          
4 Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat 5 
5 Undang-undang Wakaf No 21 tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 
6 Ahmad Furqon., op.cit, hlm. 28 
7 Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf 
Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 55  
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a. berakal 
Pengelola wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak 
waras (gila) menjadi tidak sah karena telah hilang akal, 
sehingga tidak  bisa memeda-bedakan serta bisa mengelola 
dirinya sendiri. Syarat ini harus dipenuhi oleh nazhir agar 
dapat melakukan tindakan hukum secara sadar sehingga 
pengelolaan wakaf berjalan dengan baik. 
b. Dewasa 
Anak kecil yang diangkat menjadi nazhir tidak sah 
secara hukum. Anak kecil yang belum dewasa dilarang 
mengelola dan menggunakan harta miliknya, sehingga sudah 
selayaknya dia dilarang untuk mengelola harta orang lain 
(harta wakaf). 
c. Adil 
Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan 
menjahui yang dilarang. Amanah dari wa<qif harus 
memenuhi syarat adil agar dalam mengelola wakaf selalu 
berpegang teguh pada hal yang diperintahkan oleh syariat 
dan menjahui hal yang dilarang oleh syariat. 
d. Cakap Hukum 
Kecakapan hukum diartikan sebagai kekuatan 
seseorang atau kemampuan untuk mengelola sesuatu yang 
diserahkan kepadanya. Tanpa adanya kecakapan hukum, 
maka seseorang akan sulit untuk mengelola hal yang 
29 
 
diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, seorang nazhir 
harus memiliki kecakapan hukum agar dapat mengelola 
harta wakaf yang diamanahkan kepadanya dengan baik. 
e. Islam 
Pengelolaan wakaf berkaitan erat dengan urusan kaum 
muslim. Oleh sebab itu, sudah selayaknya nazhir 
disyariatkan untuk beragama Islam agar pengelolaan wakaf 
bisa berjalan sesuai syariat serta dapat membawa 
kemaslahatan.
8
 
Sesuai dengan macam-macamnya, di Indonesia, 
nazhir dibagi menjadi tiga bentuk: Perorangan, Organisasi 
dan Badan Hukum. Syarat-syarat nazhir menurut pasal 219 
KHI adalah sebagai berikut: 
1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) 
terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a)   Warga negara Indonesia. 
b)   Beragama Islam. 
c)   Sudah dewasa. 
d)   Sehat jasmaniah dan rohaniah. 
e)   Tidak berada pada pengampuan. 
f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda 
yang    diwakafkannya 
2)  Jika berbentuk badan hukum maka nadzir harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a)   Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia. 
                                                          
8 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-
syariah al-islamiyyah, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm.461-477 
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b) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak 
benda yang diwakafkannya.
9
 
 
Jika diperhatikan syarat diatas, maka syarat pada huruf  (a)  
dan  (f)  merupakan ketentuan spesifik dari PP No. 28 Tahun 
1977 yang tidak ditemukan dalam kitab fiqih Islam secara 
umum.
10
 Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak 
mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini 
dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan tabarru. Namun 
demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan 
manfaat dari benda wakaf, maka nadzir sangat diperlukan.
11
 
Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nadzir 
berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 10 
haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 
1.   Nadzir perseorangan 
a. Warga negara Indonesia. 
b. Beragama Islam. 
c. Dewasa.  
d. Amanah. 
e. Mampu secara jasmani dan rohani. 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
2.   Nadzir organisasi 
a. a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan nadzir   perseorangan. 
b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. 
                                                          
9 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219 Ayat 1-2 
10 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan 
Praktek, Jakarta, hlm 34 
11 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 
Persada, 2003), hlm. 498 
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3.   Nadzir badan hukum 
a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan nadzir perseorangan 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang 
sosial,           pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 
keagamaan Islam.
12
 
 
Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang perlu 
dimiliki seorang nazhir. Syarat-syarat ini lebih menitik beratkan 
pada perspektif ilmu manajemen. Syarat-syarat tersebut adalah: 
a.  mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap 
b.  mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. 
c. menjunjung tinggi keterbukaan, yaitu dengan berani 
menyampaikan  informasi yang diperlukan kepada 
masyarakat. 
d. memiliki pemahaman yang mendalam mengenai visi, misi, dan 
tujuan  organisasi. 
e.  memiliki intuisi bisnis untuk mengelola dan mengembangkan 
wakaf.
13
 
3.   Tugas dan Kewajiban Nazhir 
Sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola 
harta wakaf, nazhir memiliki kedudukan yang penting. Sebab, 
                                                          
12 Undang-Undang Wakaf  No 21 Tahun 2004 
13 Didin Hasanudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam 
Praktik, (Depok, Gema Insani, 2008), hlm. 13-14 
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berfungsi atau tidaknya harta wakaf bagi mauquf alaih tergantun 
pada nazhir. 
14
 
Adapun tugas nazhir adalah sebagai berikut: 
a. Menyewakan, nazhir boleh menyewakan tanah (benda 
wakaf) itu kepada pihak lain untuk diperoleh menfaatnya 
dari harta wakaf itu.  
b. Memelihara harta wakaf, upaya pemeliharaan harta wakaf 
dapat diambilkan dari hasil pengelolaan harta wakaf atau 
dari sumber lain.  
c. Membagikan hasil, nazhir berkewajian membagikan harta 
wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya. 
Para ulama juga bersepakat bahwa tugas nazhir, di 
samping hal-hal di atas, juga bertugas mengawasi, memperbaiki, 
mempertahankan, serta mengembangkan harta wakaf sehingga 
hasilnya dapat bermanfaat bagi mauquf alaih.  
Mengenai kewajian nazhir telah diatur di Kompilasi 
Hukum Islam dan Undang-undang No 21 tentan wakaf. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 dijelaskan 
bahwa nazhir memiliki kewajian seabai berikut: 
a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung 
jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan 
perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.  
b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas 
semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana 
                                                          
14 Said Agil Munawar, op.cit.,hlm 158 
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dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada 
Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.  
c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. 
 
Adapun penjelasan tentang kewajiban nazhir, Undang-
undang No 21 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut: 
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;  
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;  
c. Mengawasi dan melindungi  harta benda wakaf;  
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia
15
 
 
4.   Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir 
Dalam kitab-kitab fiqih, tidak ditemukan aturan tentang  
masa bakti nazhir wakaf. Begitu juga dengan peraturan 
perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang No 41 tentng 
pertwakafan, muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan 
nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal 
dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. 
Akibatnya, harta wakaf tidak diusulkan penggantinya sama 
sekali. Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana 
mestinya dan terabaikan. Malahan dalam keadaan seperti ini, ada 
harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wa<qif . 16 
                                                          
15 Undang-Undang Wakaf  No 21 Tahun 2004 
16  Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), hlm.50 
34 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 
dijelaskan, bahwa masa bakti nazhir  adalah lima tahun dan dapat 
diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh 
BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya 
dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip 
syariah dan peraturan perundang-undanganan.
17
 
Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir 
berkhianat tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul 
kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, 
membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, 
ataupun bila nazhir mengundurkan diri, wa<qif  ataupun 
pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan 
menyerahkan perwaliannya kepada orang yang bersedia 
memegang tanggung jawab pengelola wakaf.
18
 
Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang 
wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain 
apabila: 
a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan 
b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi 
atau Nazhir badan hukum;  
c. Atas permintaan sendiri;  
d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir 
dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan 
                                                          
17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005, Pasal 14.  
18 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011), Jilid I0 terj hlm. 239 
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dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.
19
 
 
Adadapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang 
ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, 
nazhir dapat diberhentiknan atau dibebastugaskan apabila:  
a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir. 
b. Berkhianat dan tidak memegang amanah, termasuk dalam hal 
ini adalah mengelola harta wakaf menjadi suatu yang tidak 
bermanfaat . 
c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti 
berjudi, dan minum-minuman keras 
d. Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, 
meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh 
pengadilan.
20
 
5.   Nazhir Wakaf Profesional 
Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola 
wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu 
mererut para nazhir yang amanah dan professional. Setelah itu, 
lembaga pengelola wakaf juga harus mampu mendesain sistem 
operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir 
untuk berkembang dan berkarya, sehingga menjadi nazhir yang 
                                                          
19 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45  
20 Rozalinda, op.cit, hlm . 52 
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betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada 
Allah SWT. 
Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta 
wakaf, keberadaan nazhir wakaf sangat dibutuhkan, bahkan 
menempati peran sentral. Sebab, dipundak nazhirlah tanggung 
jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan 
wakaf, serta menyalurkan hazilnya kepada mauquf alaih. Seorang 
nazhir professional dalam mengelola wakaf harus mengacu pada 
prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata 
profesi, berarti pekerjaan di mana sesorang hidup dari pekerjaan 
tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian keahlian, 
keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.
21
 
Terdapat beberapa ciri atau karakteristik professional, 
yaitu: Pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus 
untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan 
keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan 
pengalaman yang diperoleh dalam jangka watu tertentu. 
Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan 
orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat 
persoalan yang muncul dalam pekerjaannya dan mencari solusi 
yang tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan 
keterampilan itu memungkinkan seorang professional 
                                                          
21 Ibid, hlm . 52 
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menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu 
yang baik.
22
 
Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi 
pelayanan social, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode 
etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan 
dalam melaksanaan pekerjaan. Kode etik ini ditunjukan untu 
melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, bai 
disengaja, maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi 
tersebut dari prilaku-prilaku yang tidak baik.  
Ketiga, orang professional, merupakan orang yang hidup 
dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak 
sebagai konseuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, 
keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada 
masyarakat, adanya komitmen moral tertuang dalam kode etik 
profesi di mana orang-orang yangmengemban suatu profesi lebih 
mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentintingan 
dirinya. Kelima,  legalisai, keizinan. Untuk profesi yang 
menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-
nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang 
sah dan diizinkan.
23
  
 
                                                          
22 Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf 
dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 
Nazhir Profesional dan Amanah, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan 
Wakaf, 2005), hlm. 75  
23 Ibid, hlm 78 
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B. Kesejahteraan Nazhir 
1.   Pengertian Kesejahteraan 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kesejahteraan 
berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, 
makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, 
kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan adalah 
keamanan, keselamatan (kesenangan hidup), kemakmuran dan 
sebagainya.
24
 
Selain itu, kata sejahtera ini mengandung pengertian dari 
bahasa Sansekreta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks 
ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) 
adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya 
bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran 
sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. 
25
 
Pengertian ini juga selaras dengan arti dari kata Islam. 
Secara etimologis, kata “Isla<m” berasal dari bahasa Arab, 
diderivasikan dari kata “salima” yang berarti selamat sentosa. 
Dari kata ini dibentuk kata “aslama” yang berarti memelihara 
dalam keadaan yang selamat sentosa. Sehingga orang yang 
                                                          
24W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2006), h. 1051   
 25Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2012), hlm. 8  
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beragama Islam atau disebut muslim terjamin keselamatan 
hidupnya baik di dunia dan akhirat.
26
 
Dalam definisi lain, kesejahteraan diartikan dengan:  
 ةيهافرلا ةلاحلا ىتلا ققحتت اهيف تاجاحلا ةيساسلاا درفلل عمتجملاو نم ءادغ 
ميلعتو ةحصو ةايحلا ثراوك دض نيمأتو 27  
Artinya:“Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang 
menghendaki  terpenuhimya kebutuhan dasar bagi 
individu atau kelompok baik berupa  kebutuhan 
pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari 
 kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) 
kehidupan”. 
 
Pada intinya, kesejahteraan sosial menuntut  terpenuhinya 
kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (primary 
needs),  sekunder (secondary needs) dan kebutuhan tersier. 
Kebutuhan primer meliputi:  pangan (makanan) sandang 
(pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan  keamanan yang 
layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana 
 transportasi, informasi dan telekomunikasi. Kebutuhan tersier 
seperti sarana  rekereasi, hiburan. Kategori kebutuhan di atas 
bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta  pun bersifat 
materil.
28 
                                                          
26 M. Amin Syukur, Pengantar Studi Islam, (Semarang: Pustaka Nuun, 
2010), hlm.  29  
27 Dr. Ahmad Zaki Badawi, Mu‟jam Mushthalahâtu al-„Ulûm al-
Ijtimâ‟iyyah, (Beirut, Maktabah  Lubnan: New Impression 1982), hlm. 445 
Diunduh dari Internet pada Tanggal 12 September Jam 13.00 WIB 
28 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai 
Persoalan Umat. (Edisi E-book), hlm 126 
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Menurut Qurasih Shihab kesejahteraan yang didambakan 
al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya 
sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di 
bumi. Seperti diketahui, sebelum Adam dan isterinya 
diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan 
di Surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan 
Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di 
bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang 
mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang 
berkesejahteraan.
29
 Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara 
lain dalam QS. Thâhâ Ayat:117-119: 
                                 
                              
         
Artinya:“Hai Adam, sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh 
bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan 
sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Surga, yang 
akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya 
engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula 
akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan 
merasakan dahaga maupun kepanasan”. 30 
                                                          
29 Ibid., hlm 127 
30 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah 
Pentahsian Mushaf al-Quran, 2011), hlm. 316 
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Menurut Qurais Shihab dari penjelasan ayat di atas bahwa 
pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, 
dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di 
sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan 
utama kesejahteraan.
31
  
Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup 
dua hal pokok yaitu  kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani 
(lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan batin tersebut harus 
terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk 
kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk 
keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.
32
 Allah berfirman 
dalam QS At-Taubah Ayat 105: 
                             
                           33   
Artinya: “dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 
                                                          
31 Quraish Shihab, loc.cit, hlm 128 
32 Selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial 
bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan, 
b) keluarga, c) kelompok, dan/atau d) Masyarakat. Sedangkan Penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. 
pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial 
33 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah, op.Cit, hlm. 204 
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lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” 
 
Menurut Qurais Shihab, ayat di atas menerangkan tentang 
kesejahteraan seseorang dapat diperoleh melalui bekerja atau 
mencari bekal penghidupan. Dari hasil kerja mampu menjadi 
modal untuk mencukupi kehidupan.
34
 Sedangkan untuk 
mengukur indikator ketercapaian kesejahteraan dapat diukur 
dengan terpenuhinya sandang dan pangan. 
Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, indikator 
kesejahteraan dapat diketahui dengan terpenuhinya delapan 
unsur, yaitu: 
a) Pendapatan 
b) Konsumsi dan pengeluaran 
c) Keadaan tempat tinggal 
d) Fasilitas tempat tinggal 
e) Kesehatan 
f) Kemudahan mendapatkan layanan kesehatan   
g) Pendidikan 
h) transportasi35 
Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Tim Lajnah 
Pentahsisan Mushaf al-Quran DEPAG RI tentang kesejahteraan 
                                                          
34 Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran; Fungsi dan 
Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2013), Edisi II, 
hlm. 176 
35 http://www.bps.go.id/. Diunduh 15 Mei 2017 Jam 10.00 
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seseorang. Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang Indikator 
kesejahteraan seseorang melalui pemenuhan unsur-unsur berikut 
yaitu: 
a. Jumlah makanan yang cukup kadar dan gizinya untuk 
mensuplai jasmani sehingga dapat menjalankan kewajiban 
kepada Allah, keluarga dan masyarakat.  
b. Persediaan air dan sanitasi yang cukup untuk minum dan 
membersihkan badan dan keperluan bersuci dari hadas dan 
jinabat.  
c. Pakaian yang dapat menutup aurat dan menjaga dari terik 
matahari atau dinginnya udara.  
d. Tempat tinggal yang sehat dan layak huni serta 
mencerminkan kemandirian.  
e. Sejumlah harta yang bisa digunakan untuk menjalankan 
kewajiban menuntut ilmu yang memerlukan bekal yang 
cukup, pemeliharaan kesehatan dan pembekalan berhaji.
36
 
Sedangkan menurut Al-Ghazali, yang dikutip oleh Abdur 
Rahman, bahwa kesejahteraan tidak hanya berbentuk materi, tapi 
juga non-materi. Menurutnya, kesejahteraan adalah tercapainya 
kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya 
tujuan syara’ Maqa<sid al-syari‟ah. Manusia tidak dapat 
merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah 
                                                          
36Yusuf Qardawi oleh Tim Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran, 
Pembanunan Ekonomi Umat, Tafsir Al-Qur‟an Tematik, (Jakarta: Badan 
Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2009), hlm. 323-324  
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tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya melalui kebutuhan-
kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara’ agar 
dapat terealisasinya kemaslahatan, Al-Ghazali menjabarkan 
tentang sumber-sumber kesejahteraan yaitu terpeliharanya 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
37
 
2.   Kesejahteraan Nazhir dalam Islam 
Telah diterangkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh 
melalui bekerja. Dari hasil kerja dapat dijadikan sebagai sumber 
pemenuhuhan fisik dan non fisik atau terpenuhinya sandang 
pangan.
38
 Seperti halnya dengan nazhir yang dijadikan sebagai 
profesi yang bertugas mengelola wakaf oleh seseorang. Karena 
seseorang yang profesional hidup dari hasil profesinya.  
Harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, 
dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada 
harta tersebut, akan tetapi bergantung pada pengelolanya atau 
nazhir. Banyak wakaf yang terbengkelai dan terlantar karena 
nazhir tidak mengelolanya, dan banyak pula wakaf yang bernilai 
manfaat karena tangan trampil para pengelolanya.
39
    
Untuk itu, di sisi nazhir bertanggung jawab atas 
produktifitas pengelolaan wakaf, nazhir pun berhak mendapatkan 
                                                          
37Al Ghozali oleh Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghozali, Menelusuri 
Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya‟ Ulum Al-Din, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 
hlm. 86  
38 Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran; Fungsi dan 
Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2013), Edisi II, 
hlm. 176 
39 Ahmad Furqon, op.cit., hlm. 26 
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kesejahteraan, baik itu berupa gaji (Bhisyarah) ataupun bentuk 
tunjangan lainnya. Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus 
dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, 
memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan 
menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang 
telah terkumpul kepada para mustahik, sudah selayaknya 
mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah 
dilakukannya.
40
 
Tentang persoalan hak nazhir mendapatkan upah, para 
ulama telah menyebutkan banyak dalil atau dasar hukum. 
Diantaranya adalah, dari Umar bin Khathab r.a ketika 
mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau berkata: 
 ًَّ ِجَّىلا َىَتَأف ََرجٍْ َِخث بًضَْرأ ُرَمُع َةبََصأ َلَبق َرَمُع ِهْثا ِهَع
َ ُيُرِْمَأتْسٌَ مَّلَس َ  ًِ ٍْ َلَع الله ىَّلَص ُتْجََصأ ًِِّوإ ِالله َل ُْ ُسَرَبٌ َلَبق
 ًِوُرُْمَبت بََمف ًُْىِع يِدْىِع َُسفَْوأ َُّطق ًلابَم تُِصا َْمل ََرجٍْ َِخث بًضَْرأ
 بٍَ ِث َقَّدَصََتف بٍَ ِث َتْق َّدََصت َ  بٍَ َلَْصأ َتْسَجَح َتْئِش ِْنإ ََلبق ؟ًِ ِث
 َ  ُتٌَ ُْ ُت َلا َ  بٍَ ُلَْصا ُعَبجَتلا ب ٍََّوأُرَمُع بٍُث َقَّدََصَتف ُثَر ُْ ُت َلا
 ِلٍْ ِج َّسلا ِهْثا َ  ِالله ِلٍْ ِجَس ًِف َ  ِةَبق ِّرلا ًْ ِف َ  ِءاََرُقفْلا ًِف
 َرٍْ َغ َمعْطٌ َ  ِف َْ ُرْعَمْلِبث َلُْكَأٌ بٍَ ٍَِل َ  ْهَم َحَبىُج َلا ِفٍْ َّضلا َ
( .ٍل ُِّ ََمتُم يرحبلا هاور)41 
Artinya: Dari Umar r.a berkata: Umar telah menguasai tanah di 
Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw, guna 
meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: 
                                                          
40 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, op.cit, hlm, 498 
41 Al-Bukha<ri<, Shahih al-Bukh<ari, juz 3, (Beirut: Da<r Fikr. tt.), hlm. 196 
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“Ya Rosulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di 
Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, 
apa yang kau perintahkan kepadaku denganya?” Beliau 
bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan 
sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah umar, tanah 
tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia 
mensadaqahkanya pada orang orang fakir, budak budak, 
pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu tamu. Tidak 
berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil 
tanah tersebut dengan cara yang ma‟ruf dan memakanya 
tanpa maksud memperkaya diri.”(Riwayah al-Bukhari) 
 
Jadi dalam hadist tersebut menyatakan bahwa nadzir boleh 
mengambil sebagian harta wakaf asalkan dengan cara yang baik. 
Yang dimaksud dengan cara yang ma’ruf adalah kadar yang 
biasanya berlaku. Sebagamana apa yang telah dikatakan oleh 
Imam Al-Qurtubi:  
“Telah terbiasa bahwa pengurus itu memakan sebagian dari 
hasil wakaf, sehingga seandainya pewakaf mensyaratkan 
agar pengurus tidak memakan sebagian darinya, tentulah 
tidak diterima persyaratannya ini”42 
  
Tetapi, mengenai ketentuan upah nazhir ini tdak ada 
batasan tertentu. Karena bisa berbeda-beda besarannya, 
tergantung tempat dan kondisinya, sekaligus disesuaikan dengan 
kemampuan dan kecakapan nazhir. Bentuk dari upah tersebut 
juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti dua puluh atau 
                                                          
42 Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 534 
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tiga puluh, atau berdasarkan persentase, seperti sepersepuluh atau 
seperdelapan dari keuntungan.
43
 
Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa nazhir berhak 
mendapatkan gaji selama melaksanakan segala sesuatu yang 
diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji bisa sepersepuluh 
atau seperdelapan, atau sebagainya, sesuai dengan ketentuan 
wa<qif. Namun, apabila wa<qif tidak menetapkan upah nazhir, 
maka hakimlah yang menetapan upah nazhir tersebut. Besarnya 
upah pada umumnya disesuaikan dengan berat ringannya tugas-
tugas yan dierikan oleh nazhir.
44
 
Menurut Abu Zahrah, pendapat golongan Malikiyah 
mengenai upah nadzir ini hampir sama dengan golongan 
Hanafiyah. Hanya saja sebagian golongan Malikiyah berpendapat 
bahwa jika wa<qif  tidak menentukan upah nadzir, maka hakim 
dapat mengambil upah itu dari baitul ma<l.45 
Adapun golongan Syafi’iyyah berpendapat bahwa yang 
menetapkan gaji nadzir adalah wa<qif. Mengenai jumlahnya, 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wa<qif. Jika 
wa<qif tidak menetapkan upah bagi nazhir, menurut golongan 
Syafi’iyyah, nazhir tidak berhak menerima gaji. Jika 
                                                          
43 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, loc.cit, hlm, 500 
44Said Agil Husin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, 
Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 159  
45Ibid, hlm.159 
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mengharapkan gaji, nazhir harus mengajukan permohonan 
kepada hakim.
46
 
Selama tidak mengajukan permohonan, nadzir tidak berhak 
mendapatkan gaji tersebut. Jika ia memohon (kepada hakim), 
sebagian golongan Syafi’iyyah menyarankan bahwa nadzir 
berhak mendapatkan gaji yang seimbang. Sebagian golongan 
Syafi’iyyah menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak berhak 
memohon gaji, kecuali apabila keadaannya sangat membutuhkan. 
Dan mereka menyatakan bahwa gaji tidak boleh melebihi dari 
gaji yang semestinya.
47
 
Pendapat sebagian golongan Syafi’iyyah itu berdasarkan 
firman Allah mengenai masalah perwalian yang terdapat dalam 
surat An-Nisa’ ayat 6 : 
                                 48 
Artinya: “…Dan barang siapa (di antara pemeliharaan itu) 
mampu, maka  hendaklah ia menahan diri (dari 
memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa 
fakir, maka ia boleh makan harta itu menurut yang 
patut…”. 
 
Menurut Imam Muhammad r.a., nazhir berhak 
mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh wa<qif.  Jika wa<qif  
tidak menentukan upah nazhir, di kalangan golongan Hambaliah 
terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa 
                                                          
46 Ibid, hlm. 160 
47 Ibid, hlm. 161 
48 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah, op.cit.,  hlm. 77 
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nazhir tidak halal mendapatkan upah kecuali hanya untuk makan 
sepatutnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa nadzir wajib 
mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.
49
 
Terdapat dua orang yang berhak dalam menentukan 
seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nazhir
50
:  
a. Penentuan Upah Oleh Wa<qif 
Semua ulama sepakat bahwa wa<qif berhak untuk 
menentukan seberapa besar upah yan akan diberikan kepada 
nazhir. Dan dalam ketentuan itu, wa<qif oleh menentukan upah 
sesuai ukuran yan layak menurut pandanan dia, tanpa ada 
orang lain yang boleh mematasinya. Hal itu, dikarenakan 
kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai dengan apa 
yang dikatakan dan disyariatkan oleh wa<qif, termasuk 
menenai ketentuan hak para mustahik dan upah bagi nazhir.  
Meskipun para ulama sepakat tentang hak wa<qif dalam 
menentukan upah bagi nazhir, mereka ereda pendapat dalam 
menentukan besar kecilnya upah yang menjadi hak nazhir dan 
alasan yang menyebabkan nazhir berhak atas upah tersebut. 
Untuk lebih jelasnya, hal itu bisa dibedakan dalam tiga 
kondisi:  
Pertama: upah yang ditentukan oleh wa<qif untuk nazhir 
nominalnya sesuai dengan upah standar. Dalam kondisi ini, 
tidak ada perbedaan diantara para ulama tentang hak nazhir 
                                                          
49 Said Agil Husin Al-Munawar, op. cit, hlm 36   
50 Ahmad Abid Abdullah al-Kabisi, op.cit. hlm 501-504 
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atas upah ini. Sebab, hal itu disesuaikan dengang syarat wa<qif, 
dan besarnya upah yang dierikan sesuai upah standar.  
Kedua, upah yang ditentukan oleh wa<qif untuk nazhir 
nominalnya lebih besar dari upah standar. Dalam kondisi ini, 
para fuqoha menetapkan bahwa nazhir berhak mendapatkan 
upah ini. Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, hak ini tidak 
boleh diambil oleh nazhir. Menurut mereka, untuk mendapat 
tambahan dari upah standar itu, nazhir harus memberikan 
bukti tertulis dari wa<qif  yang menyatakan dia berhak atas 
kelebihan itu.  
Pendapat ulama Hanabilah selaras dengan pendapat 
para ulama lainnya, baik dari kalangan Syafi’iyyah, 
Malikiyyah, ataupun Hanafiyyah yan menetapkan bahwa 
nazhir berhak memperoleh upah sesuai ketentuan wa<qif 
walaupun melebihi upah standar. Hal ini, dikarenakan posisi 
nazhir yang tidak hanya bertuas mengurus dan mengelola 
wakaf, melainkan sebagai mustahi‟.  
Ketiga, upah yang ditentukan oleh wa<qif untuk nazhir 
nominalnya lebih sedikit dari upah standar. Dalam kondisi ini, 
tidak ada perbedaan pendapat tentang hak nazhir atas upah ini. 
Meski demikian, nazhir boleh memilih salah satu dari dua 
kemungkinan ini: yakni, nazhir rela dengan upah yang 
ditentukan wa<qif tersebut, sedankan pekerjaan lainnya yang 
tidak diupah dianggap sebagai pekerjaan sukarela. 
Selanjutnya, nazhir tidak rela dengan upah yang ditentukan 
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oleh wa<qif. Dalam kondisi ini, dia berhak mengajukan perkara 
tersebut kepada hakim dan mengajuan tuntutan agar hakim 
menaikkan upahnya sesuai upah yang semestinya. Sebab, 
nazhir tidak bisa mendapatkan tambahan upah yang 
ditentukan oleh wa<qif  kecuali dia meminta kepada hakim. 
Dan hakim memiliki hak untuk menaikkan upah nazhir sesuai 
upah standar. Tetapi, hakim tidak berhak menaikkan upah 
nazhir kecuali atas permintaan nazhir. Dan penentuan upah 
nazhir yang dilakukan oleh hakim harus dilakukan dengan 
sepengetahuan orang-orang yang berpengalaman dan 
mengetahui seluk beluk masalah-masalah seperti ini. 
b. Penentuan Upah Oleh Hakim 
Para ulama sepakat bahwa seorang hakim berhak 
menetapan upah bagi nazhir yang diangkat olehnya sebagai 
balasan dari jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf. 
Mereka sepakat bahwa upah yang ditentukan tidak boleh 
melebiihi upah standar. Sebab, kekuasaan hakim bereda 
dengan kekuasaan wa<qif yang berhak menetapkan seluruh 
keuntungan wakaf untuk nazhir. Sebab, hakim mengangkat 
nazhir dengan maksud mengurusi kemaslahatan kaum 
muslimin, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan 
dengan kemaslahatan mereka.  
3.   Kesejahteraan Nazhir dalam Hukum Positif 
Pengertian kesejahteraan dalam lingkup yang kecil dapat 
diartikan dengan tercukupnya sandang pangan. Seorang tidak 
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akan mampu memenuhi sandang pangannya jika profesinya tidak 
mendapatkan penghasilan atau upah. Oleh karena itu, 
kesejahteraan nazhir di Indonesia termuat dalam beberapa 
Undang-undang yang menjelaskan tentang hak nazhir atas 
tanggung jawabnya dalam mengelola dan mengembangkan 
wakaf, antara lain: 
Kesejahteraan nazhir di Indonesia termuat dalam beberapa 
Undang-undang tentang hak nazhir. Antara lain: 
a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 222 jo PP No. 28 Tahun 1977  
’’Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang 
jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas 
saran majlis ulama Kecamatan dan kepala kantor urusan 
agama kecamatan setempat”51 
b.  Undang-Undag No 41 tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 12 
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dan hasil bersih 
atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
yang besarnya tidak melebihi 10% (Sepuluh Persen)”.52 
 
c.  Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Pasal 9 
(9). 
“Besaran imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi 
wakaf uang,    ditetapkan palin banyak sebagai berikut: 
1. 10 % apabila besarnya investasi wakaf uang paling 
kurang mencapai 90% (sembilan seperseratus) dibanding 
setoran wakaf uang. 
                                                          
51 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 222  
52 Undang-Undang No 21Tahun 2004 Tentan Wakaf, Pasal 12  
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2. 9% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang 
mencapai 70% (tujuh puluh seperseratus) dibanding 
setoran wakaf uang.  
3. 8% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang 
mencapai 50% (lima puluh seperseratus) dianding 
setoran wakaf uang.  
4. 5% apabila besarnya investasi wakaf uang di awah 50% 
(lima puluh seperseratus) dianding setoran wakaf uang.
53
 
 
 
 
                                                          
53 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang 
Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang   
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BAB III 
GAMBARAN UMUM YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN 
AGUNG SEMARANG DAN BENTUK KESEJAHTERAAN 
NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF 
A.   Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang 
Tahun 1947 Kota Semarang diduduki dan dikendalikan 
oleh pemerintah NICA. Dalam menjalankan pemerintahan, NICA 
banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat 
Indonesia. Kebijakan NICA itu diantaranya dikeluarannya 
Ordonantie Huis Schole. Ordonansi ini pada intinya membatasi 
sekolah swasta yang hanya boleh menerima 10 orang murid, 
dengan tujuan agar semua anak Indonesia menjadi murid sekolah 
NICA. Di sisi lain sebagai besar rakyat Indonesia tidak mau 
belajar di sekolah NICA. 
Dalam situasi seperti ini, beberapa tokoh muslim di 
Semarang, antara lain: M. Tojib Tohari, Ustadz Abu Bakar 
Assegaf, H. Chamien, Ustadz Md. Tahir Nuri, Ali al-Edroes, 
Abdurrahman Assegaf, dan Wartomo merasa terpanggil 
mengambil peran dan mengajukan ide mendirikan seolah 
berazaskan Islam.  
Atas pertolongan Allah semata, usaha mereka untuk 
mendirikan sekolah bisa terwujud dengan berdirinya Sekolah 
Rakyat yang berazaskan Islam yang diberi nama Sekolah Rakyat 
Islam Al-Falah disingkat SRI Al-Falah yang pada 
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perkkembangannya diubah menjadi Seolah Dasar Islam Sultan 
Agung. Sekolah tersebut berlokasi di gang kecil di Kampung 
Mustaram Jalan Kauman Semarang.  
Dengan modal wakaf dan infaq dari masyarakat, berdirilah 
secara resmi sebagai badan hokum bernama Yayasan Badan 
Wakaf (YBW) pada hari Senin Kliwon 1950 M atau 16 Syawal 
1369 H dengan Akte Notaris No. 86 Tahun 1950 yang ditanda 
tangani oleh Wail Notaris di Semarang Tan Asioe dengan 
pengurus pertama sebagai pendiri Yayasan, yaitu Residen Milono 
(Pelindung), dr. Abdul Gaffar (Ketua), Ustadz Abu BakarAssegaf 
(Wakil Ketua), R. Soerjadi (Peneliti I), Ali Al Edrus (Peneliti II), 
H. Chamiem (Bendahara), Moh. Tojib Tohari, Zaenal Chamiem, 
Abdul Kadir Al Edrus, dan Wartomo (Komisaris Komisaris).  
Dua tahun kemudian sejak berbadan hukum, yaitu tahun 
1952 YBW menerima tanah wakaf di Gang Suromenggalan no. 
62 dari Syarifah Maryam binti Ahmad Al Juffrie, Ali bin Ahmad 
Al Juffrie dan Syarifah Fatimah binti Ahmad Al Juffrie. Selainitu 
YBW juga telah menerima bantuan uang sebesar Rp. 50.000 dari 
Dana Bantuan Islam di Jakarta melalui H. A. Ghaffar lsmail 
(selaku Sekretaris Jendral Dana Bantuan Islam).  
Tidak sia-sia, kerja keras mereka pun didengar oleh Allah 
SWT. Buah istiqomah, dalam kurun 2 dasawarsa (1950-1970) 
Yayasan berkembang mencapai kemajuan pesat. Tahun 1954, di 
atas tanah wakaf Suromenggalan itu didirikan bangunan 2 lantai 
sebagai sekolah badan wakaf. Pada tahun yang sama YBW 
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membuka Sekolah Menengah Diniyah Badan Wakaf (SMI) BW) 
sekolah setingkat SLTP dengan waktu belajar 4 tahun dengan  
maksud untuk menampung murid lulusan dari SRI Badan Wakaf, 
dan SR Islam lainnya.  
Pasca pendirian dua sekolah BadanWakaf, satu dasawarsa 
kemudian, tepatnya tanggal 1 Agustus 1961 didirikan Sekolah 
Dasar Badan Wakaf 2. Pada tahun-tahun berikutnya sekolah-
sekolah baru terus didirikan di Semarang dan di Kriyan Jepara, 
yaitu SD Badan Wakaf 3 dan 4 (tahun 1962-1963), SMP Badan 
Wakaf 1 (tahun 1964) dan SMP Badan Wakaf 4 (tahun 1964) 
serta SMA Islam Sultan Agung (tahun 1966).  
Tahun 1962 hingga 1967 merupakan tahun penting bagi 
YBW sejak kelahirannya. Ada dua momentum bersejarah. 
Pertama, kepada dunia pendidikan, bangsa dan umat Islam YBW 
mempersembahkan satu lagi sumbangsihnya berupa pendirian 
Universitas lslam Sultan Agung (UNISSULA) yang disusul 
dengan pembentukan Yayasan Dana UNISSULA untuk 
mendukung percepatan UNISSULA. Kedua, penyatuan dua unsur 
lembaga, Yayasan Badan Wakaf dan Yayasan Dana UNISSULA 
yang melahirkan perubahan nama Yayasan Badan Wakaf menjadi 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).  
Tepat dua dasawarsa perjalanan, atas gagasan Pangdam 
VII/Diponegoro, Brigjend M. Sarbini yang diutarakan kepada 
Rektor UNISSULA saat itu, Kol. Dr. Soetomo Bariodipoero dan 
Kakesdam VII/Diponegoro, Kol. Dr. Soehardi. Yayasan Badan 
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Wakaf Sultan Agung merintis pendirian Health Centre pada 
tahun 1970 yang kemudian menjadi Rumah Sakit Islam Sultan 
Agung (RSISA).  
Menandai sebuah kiprah dakwah baru selain di dunia 
pendidikan yang telah digeluti selama lebih dari dua dekade. 
Melengkapi pendirian rumah sakit, pada tanggal 27 Februari 
1996 sebuah akademi berbasis ilmu keperawatan Islam didirikan, 
yaitu Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (tahun 2007 
menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA).  
Berbekal pengalaman, hingga di usia setengah abad, 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terus menapaki amanah 
mengelola usaha dan kegiatan di beragam bidang: dakwah, 
pendidikan, sosial, kesehatan, serta bidang usaha lain hingga hari 
ini. Tahun 2002, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
membentuk Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU) yang 
berperan mengelola dana zakat-infaq-shadaqah institusi maupun 
umat untuk pemberdayaan masyarakat.  
Kemudian di tahun 2003 guna menunjang pengelolaan 
bidang pendidikan, Lembaga Pengembanga Usaha (LPU) 
didirikan. Dan di tahun 2007, guna memantapkan gerakan 
dakwah dan pendidikan serta menyebarluaskan visi misinya, 
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yayasan mendirikan radio dakwah Islam dengan nama Radio 
PTDI-UNISA 205.
1
 
Adapun visi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
Semarang versi perubahan sebagaimana ketetapan surat 
keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang: 
No.71/SK/YWSA/VIII/2011, dikutip di awah ini: 
“Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam 
membangun Generasi Khaira Ummah, melalui bidang pendidikan 
dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam 
menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam 
kerangka rahmatan lil‟ālamīn”. 
Sedankan Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
Semarang adalah: 
1.   Meningkatkan iman dan taqwa bagi seluruh warga Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung dan Unit Pelaksana Kegiatan. 
2.   Menyelenggarakan  dan mengembangkan pendidikan Islam 
pada semua strata dan lembaga-lembaga pelayanan 
kesehatan Islami yang dengan fastabiq al khairat 
membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera 
yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan 
lil‟ālamīn. 
3.  Menerapkan tema „Bismillah Membangun Generasi Khaira 
Ummah‟  dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI) 
                                                          
1Didiek Ahmad Supadi, Wakaf Menyejahterakan Umat Rekam Jejak 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dalam Mengelola Wakaf, 
(Semarang: Unissula Press. 2015), hlm, 75-80  
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pada semua Unit Pelaksana Kegiatan pendidikan dan 
pelayanan kesehatan dengan standar kualitas kesetaraan 
universal sesuai „Risalah Bismillah Membangun Generasi 
Khaira Ummah’. 
4.  Meningkatkan harta wakaf dan non wakaf secara 
berkesinambungan untuk membiayai aktifitas pendidikan 
dan pelayanan kesehatan berskala global dan 
melestarikannya. 
5.   Menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami 
dalam tubuh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan 
semua Unit Pelaksana Kegiatan.
2
 
B.  Struktur Keanggotaan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
Semarang 
Susunan Organisasi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
(YBWSA) terhitung tanggal 23 Agustus 2013-2018 adalah 
sebagai berikut: 
1.  Pembina YBWSA, adalah sebagai berikut: 
a. dr. H. Hamidun Kosim, Sp.OG : Ketua Pembina YBWSA 
b. Drs. H. Azhar Combo : Anggota Pembina YBWSA 
c. Soetomo Soeprapto, SH : Anggota Pembina YBWSA 
d. Drs. H. Mc. Boston : Anggota Pembina YBWSA 
e. Drs. H. Ali Mufiz, MPA : Anggota Pembina YBWSA 
f. H. Muhammad Assegaf : Anggota Pembina YBWSA 
                                                          
2 Ibid., hlm 85 
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2.  Pengurus Periode 2013-2018, adalah sebagai berikut: 
a. H. Hasan Toha Putra, MBA : Ketua Umum 
b. Drs. H. Tjuk Subchan Sulchan : Wakil Ketua Umum 
c. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs.,MM  : Sekertaris 
Umum 
d. Sapto Brastokoro, SE  : Sekertaris 
e. Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si. : Bendahara Umum 
f. H. Nyata Nugraha, SE, Akt, M.Si  : Bendahara 
g. Dr.Ir. H. Sumirin, MS  : Ketua Pendidikan Tinggi 
h. Nuridin, S,Ag., M.Pd   : Ketua Pendidikan Dasar dan 
Menengah 
i. Drs. H. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib : Ketua Wakaf dan 
Dakwah 
j. dr. H. Muktasim Billah, Sp.S :  Ketua Kesehatan 
k. Dr.Ir.H. Didik Eko Budi Santoso, MT : Ketua 
Pengembangan dan kerjasama 
l. Ir. H. Chukama Riva‟i, MS : Ketua Pembangunan dan 
Pemeliharaan 
3.  Pengawas Periode 2013-2018, adalah sebagai berikut: 
a. Dr. Drs. H. Achmad Darodji, MSi : Ketua Pengawas 
b. Drs. H. Djauhari, Apt. : Anggota Pengawas 
c. Drs. H. Mustaghfiri Asror : Anggota Pengawas 
d. Prof. DR. dr. H. Zainal Muttaqien, Sp.BS  : Anggota 
Pengawas 
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e. Prof. DR. dr. H. A. Faik Heyder, SpB. : Anggota 
Pengawas
3
 
C.  Kebijakan Pokok dalam Pengelolaan Amal Usaha Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung Semarang 
Yayasan Badan wakaf Sultan Agung (YBWSA) dalam 
mengelola amal usahanya menetapkan menetapkan kebijakan-
kebijakan pokok sebagai berikut: 
a) Kebijakan dalam Bidang Keuangan4 
Di bidang keuangan, YBWSA menetapkan kebijakan 
pokok sentralisasi keunangan. Artnya semua penerimaan dan 
pengeluaran di seluruh Unit Pelaksanaan Kegiatan YBWSA 
atau pun Unit Kerja YBWSA melalui satu pintu yaitu 
YBWSA. Pelaksanaa kegiatan dan Unit Kerja YBWSA 
setiap tahun anggaran menyusun Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Tahunan (RABT) untuk disahkan 
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan 
(APBT) yang dijadikan pedoman dalam penganggaran 
program dan kegiatan.  
APBT di Unit Pelaksana Kegiatan UNISSULA 
disusun dalam Sistem Perencanaan Penyusunan Program 
dan Penganggaran (SP4). APB di lingkungan DIKDASMEN 
YBWSA menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah (APBS). Sedangkan di Rumah Sakit Islam Sultan 
                                                          
3 Ibid., hlm 87-88  
4 Ibid., hlm. 90-91 
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Agung (RSISA) APB menggunakan Balance Score Card 
(BSC).  
Pendayagunaan aset keuangan YBWSA terbagi dalam 
empat strategi peruntukan anggaran, yaitu: 
1. Memenuhi pengeluaran sehari-hari atau biaya 
operasional, gaji, honor pegawai, dsb. 
2. Memenuhi kewajiban kepada pihak kedua yaitu 
penyandang dana atau perbankan, yaitu pengembalian 
pembiayaan yang diperoleh dari pihak penyandang dana 
atau perbankan. 
3. Memenuhi kebutuhan yang akan datang sebagai 
tabungan atau cadangan. 
4. Memenuhi kewajiban yang bersifat sharing/giving: 
Zakat, Infaq, dan Sadaqah. 
b) Kebijakan di Bidang Sumber Daya Insani5 
Kebijakan SDI di YBWSA meliputi perekrutan, 
pengangkatan, penempatan/penugasan, penggajian dan 
pembinaan. Perekrutan SDI dilaksanakan berdasarkan atas 
kebutuhan sesuai standar formasi pegawai masing-msing 
Pelaksana Kegiatan maupun Unit Kerja. Pelaksanaan 
rekrutmen SDI dilakukan oleh masing-masing Unit Kegiatan 
maupun Unit Kerja secara penuh dengan prosedur baku yang 
telah ditentukan dan berpijak pada landasan visi, misi, tujuan 
                                                          
5 Ibid., hlm. 92-93 
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institusi masing-masing. Kebijakan bidang pembinaan SDI 
ialah mendorong dan memfasilitasi program pengembangan 
SDI di masing-masing Pelaksana Kegiatan dan Unit Kerja 
meliputi pelatihan/penataran kemahiran kerja dan 
pengembanagan ruhiah, yaitu membentuk SDI yang 
bertakwa. Selain itu, pengembangan SDI dimaksudkan pula 
untuk mendukung terciptanya budaya akademik, budaya 
sekolah, budaya kerja, budaya pelayanan, dan budaya mutu 
yang Islami. 
c) Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Bisnis6 
Amal Usaha inti (core) YBSA adalah pendidikan dan 
pelayanan kesehatan. Sebagai komitmen untuk memajukan 
amal usaha inti di bidang pendidikan dan pelayanan 
kesehatan tersebut, maka YBWSA menegmbangkan 
kegiatan bisnis yang berperan untuk menunjang kegiatan 
amal usaha inti YBWSA. Kebijakan yang ditetapkan 
YBWSA di bidang pengembangan usaha bisnis adalah: 
1. Pengembangan usaha bisnis diorientasikan untuk 
menjadi pelaksana kegiatan daan unit kerja yang mampu 
menopang core amal usaha YBWSA (pendidikan, 
pelayanan, kesehatan, dan dakwah). 
2. Pengembangan usaha bisnis dilaksanakan dengan kaidah-
kaidah bisnis secara syari‟ah untuk mencapai berkah. 
                                                          
6 Ibid., hlm 93  
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Selain itu diharapkan menjadi pusat percontohan bisnis 
syariah. 
d) Kebijakan di Bidang Pengembangan Fisik7 
Pengembangan fisik merupakan salah satu kegiatan 
sebagai konsekuensi logis dirumuskannya Visi-Misi 
YBSWA (UNISSULA, RSISA, DIKDASMEN, Unit Kerja 
lainnya). Implikasi pengembangan fisik tersebut adalah 
adanya pembangunan gedung, ketersediaan peralatan dan 
infrastruktur lainnya yang memerlukan dana besar. 
 Pengembangan fisik YBWSA diwujudkan dalam 
bentuk Mater Plan YBWSA dan Rencana Tata Ruang (RTR) 
YBWSA. Masing-masing Unit Kegiatan YBWSA 
(DIKDASMEN, RSISA, UNISSULA dan Unit Kerja 
lainnya) menyusun rencana pengembangan fisik berdasarkan 
RENSTRA masing-masing sebagai masukan untuk Master 
Plan YBWSA dan RTR YBWSA dengan memperhatikan: 
1. Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan bangunan gedung dan lingkungan. 
2. Terarah dan terkendali sesuai visi, misi, rencana dan 
program YBWSA dan Unit Kegiatannya. 
3. Efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan, skala 
prioritas dan ketentuan teknis yang disyariatkan. 
 
                                                          
7 Ibid., hlm 94  
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D.  Usaha-Usaha Pengembangan Wakaf Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung Semarang 
Guna memantapkan arah yang tepat dalam pengelolaan 
dan pengembangan harta wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung menyusun sebuah induk yang diberi nama “Risalah 
Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummaah” yang 
merupakan hasil kesepakatan dari organ YBWSA (Pembina, 
Pengurus, Pengawas), Pimpinan UNISSULA, pimpinan 
DIKDASMEN. Pimpinan RSISA.  
Dalam usaha pengembangan pengelolaan wakaf, strategi 
kebijakan yang ditempuh adalah: 
1. Mempertahankan keabadian manfaat harta wakaf 
2. Mengembangkan manfaat wakaf 
3. Transparansi dalam pengelolaan wakaf 
4. Accountable dalam pengelolaan wakaf 
Kebijakan tersebut alhamdulillah ternyata membuahkan 
hasil dengan semakin berkembangnya semua amal usaha yang 
dikelola oleh YBWSA. Ketua Umum Pengurus YBWSA H. 
Hasan Toha Putra dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan 
bahwa semua keberhasilan YBWSA ini bukan karena kehebatan 
para pengurusnya, melainkan semata-mata karena karunia Allah 
SWT.
8
 
 
                                                          
8 Ibid., hlm 95  
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E.   Asset Harta Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
Semarang 
Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa 
keberadaan YBWSA sejak semula berkhidmat dalam pendidikan 
dan pelayanan kesehatan bermodalkan wakaf dan infaq dari 
masyarakat setempat dan sekitarnya. Dari amanah wakaf itulah 
YBWSA terus menerus berupaya sungguh-sungguh untuk 
mengembangkan amal usahanya.  
Dengan pengembangan amal usaha tersebut, pemilikan 
tanah adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, YBWSA terus 
menerus melakukan penambahan aset tanah dengan pembelian 
tanah maupun memperoleh simpati masyarakat berupa amanah 
wakaf.  
Aset tanah yang diperoleh melalui pembelian sejak tahun 
1960 sampai dengan tahun 2014 mencapai 368.507 M2 dengan 
rincian sebagaimana ditampilkan dalam table 1.1:
9
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9Data diambil dari sekertariat YBWSA 26 Mei 2017 jam 10.30 
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Table 1.1 
Daftar Pembelian Tanah 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
  LOKASI  
TAHUN KALIGAWE LUARKALIGAWE JUMLAH 
 M2 M2  
1962-an 234.495 2.396 236.891 
1980-an 87.570 11.663 99.233 
2000-an 30.052 2.331 32.383 
JUMLAH 352.117 16.390 368.507 
Tabel di atas adalah daftar pembelian tanah oleh Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung. Tindakan tersebut merupakan 
strategi dalam pengembangan wakaf agar hasil dan manfaatnya 
dapat dinikmati oleh masyarakat. Hasil dari pembeliaan tersebut 
kemudian dijadikan tempat untuk mendirikan dan 
mengembangkan UNISSULA dan RSISA.
10
 Sementara itu 
YBWSA memperoleh amanah berupa tanah wakaf sejak tahun 
                                                          
10 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
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1950 samapai dengan tahun 2014 mencapai 18.794 M2 
sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2.
11
 
Table 1.2 
Daftar Tanah Wakaf 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
TAHUN 
PEOLEHAN 
LUAS (M2) LOKASI 
 311 Jl. Kaligawe / SD 4 
 405 Jl. Suromenggalan 62 
/ SD / untuk 
pesantren jl. Kauman 
31 / dulu maktabah 
1960-an 496 Bedas Kebon / SD 2 
1980-an 1,184 Kp. Pulo / di huni 
masyarakat 
1990-an 138 Jl. Guntingan / SD 1-
3 
 4.153 Tlogosari / rencana 
klinik 
                                                          
11 Data diambil dari sekertariat YBWSA 26 Mei 2017 jam 10.30 
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2000-an 74 Jl. Kaligawe / SD 4 
 88 Jl. Kaligawe / SD 4 
 19 Jl. Kaligawe / SD 4 
 25 Jl. Kaligawe / SD 4 
 209 Jl. Kauman Masjid / 
dibangun untuk 
pengembangan SDI-
3 
 92 Jl. Pengapon 
2010 1.600 Di Lampung 
 10.000 Di Kendal 
 
Selain membeli tanah untuk mengembankan pengelolaan 
wakaf. Daftar tanah di atas merupakan perolehan dari wa<qif yang 
diamanahkan kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
Semarang. Karena inti dari pengelolaan dan pengembangan 
wakaf oleh YBWSA adalah pendidikan dan kesehatan, tidak 
heran jika banyak tanah wakaf yang diperoleh didirikan sekolah, 
dan inilah cikal bakal YBWSA mendirikan dan mengelola di 
bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN), 
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kemudian berkembang dan mendirikan Universitas Islam Sultan 
Agung (UNISSULA) dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung 
(RSISA).
12
  
Aset fisik berupa tanah, bangunan, dan perlengkapan 
penunjang lainnya yang dimiliki Yayasan telah dan akan terus 
dicurahkan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan dakwah dan 
pendidikan guna mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi 
masyarakat. 
Sampai dengan tahun 2014 tanah yayasan seluas 36,850 
Ha, yang tersebar di empat lokasi yakni Kaligawe 34.712 Ha 
(90%), Bangkong 6.204 Ha, dan Seroja 2.992 ha, dan Bedas 496 
m2. 
Kurang lebih tiga puluh lima (35) hektar lahan Kawasan 
Terpadu Islamic Center YBWSA di Kaligawe Semarang, di 
dalamnya terdapat sarana ibadah, gedung perkuliahan, sekolah, 
perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas penunjang, 
1. Masjid Sultan Agung 
2. Kampus terpadu UNISSULA beserta fasilitas pendukung 
3. Gedung Asrama Fakultas Keperawatan UNISSULA 
4. Gedung Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) 
5. Gedung Pesantren Mahasiswa UNISSULA 
6. Gedung SMP ISSA 4 Semarang 
                                                          
12 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
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7. Gedung SMA ISSA 3 Semarang 
8. Fasilitas Perbankan 
9. Fasilitas Pusat Jajan Mahasiswa dan Students Center 
Selain itu, juga ada kampus-kampus tersebar di Kota Semarang: 
1. Gedung SD ISSA 2 (Bedas) Semarang 
2. Gedung SD ISSA 4 (Raden Patah) Semarang 
3. Gedung SD ISSA 1-3 (Suromenggalan) Semarang 
4. Gedung SMP ISSA 1 (Seroja) Semarang 
5. Gedung SMU ISSA 1 (Bangkong) Semarang13 
Selain itu, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung memiliki 
satu cabang di Kriyan, Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten 
Jepara, yang telah berdiri sejak 1960, memiliki asset tanah wakaf 
seluas 57.106 M2.
14
 
Lokasi Pendidikan di Kriyan Kabupaten Jepara: 
1. Gedung SD ISSA 5 Jepara 
2. Gedung SMP ISSA 3 Jepara 
3. Gedung SMU ISSA 2 Jepara 
4. Gedung SMK Sultan Agung Jepara 
Dari seluruh aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan 
oleh nazhir YBWSA pada tahun 2013-2015 menunjukkan 
kenaikan yang sangat signifikan. Hasil bersih tahun 2013 Rp. 
274.181.461.832. Pada tahun 2014 hasil pengelolaan wakaf 
                                                          
13 http://ybw-sa.org/aset/ di ambil pada tanggal 19 juni 2017 jam 08.30 
14 Didiek Ahmad Supadi, op.cit,  hlm, 75-80  
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mencapai Rp. 314.110.153.418. Sedangkan pada tahun 2015, 
hasil pengelolaan wakaf mencapai Rp. 380.587.791.561.
15
 
F. Bentuk Kesejahteraan Nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung Semarang 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merupakan badan 
hukum wakaf yang dalam kebijakannya menerapkan asas 
kesejahteraan nazhir. Kesejahteraan tersebut diperuntukkan 
kapada nazhir maupun pekerja di seluruh Unit Pelaksana 
Kegiatan/Unit Kerja. Sebelum membahas tentang kesejahteraan 
nazhir, terlebih dahulu perlu kiranya penulis jelaskan perbedaan 
nazhir dengan pegawai di lingkup Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung.  
Nazhir adalah yang bertanggung jawab penuh atas 
pengelolaan dan pengembangan wakaf, adapun orangnya terdapat 
dalam bentuk pengurus sebagaimana yang terlampir 
dipembahasan sebelumnya. Sedangkan pegawai adalah pembantu 
nazhir dalam operasional pengelolaan dan pengembangan 
wakaf.
16
 
Kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam 
memberikan kesejahteraan terhadap nazhir adalah untuk 
                                                          
15 Data diambil dari sekertariat YBWSA 05 Juni 2017 jam 10.30 
16 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Hal ini sesuai dengan UU No 40 Tentang 
Wakaf Pasal 10 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan UU NO 40 Pasal 11 
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memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak yang patut 
diterima oleh nazhir, apapun bentuk kesejahteraannya, minimal 
kebutuhan pokok, seperti sandang dan pangan dapat terpenuhi.
17
 
Selain itu, kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
atas kesejahteraan nazhir memiliki tujuan pokok. Yaitu, sebagai 
stimulus dan imbalan atas kinerja dalam menjalankan tugasnya 
sebagai nazhir. Selain itu, fungsi kesejahteraan agar mampu 
membuat para nazhir fokus dan profesional dalam mengelola 
wakaf sehingga berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan  
wakaf.
18
 
Kesejahteraan yang diperoleh nazhir dalam pengelolaan 
wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung tidak berbentuk 
upah/gaji. Adapun bentuk imbalan kepada nazhir dan pegawai 
bisa dilihat pada tabel berikut 1.3:19 
 Jaminan 
BPJS 
Biaya 
Transportasi 
Tunjangan 
hari tua 
THR Reward 
haji 
dan 
umrah 
Gaji 
Nazhir           X 
 
                                                          
17 Ibid  
18 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 Juni 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
19 Data diambil dari sekertariat YBWSA 05 Juni 2017 jam 10.30 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bentuk kesejahteraan 
yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
terhadap para nazhir adalah berbentuk biaya kesehatan BPJS, 
biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan hari tua, THR, reward 
haji dan umrah, kecuali gaji. 
Bentuk kesejahteraan di atas adalah bentuk kesejahteraan 
yang bersifat materi. Selain materi, Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung juga memberikan kesejahteraan kapada nazhir juga 
berbentuk non-materi. Kesejahteraan ini biasanya berupa 
pelatihan-pelatihan yang menunjang keberlangsungan 
peningkatan keimanan kepada Allah SWT. 
Bentuk kesejahteraan yang bersifat non-materi bisa dilihat 
dari tabel di bawah ini
20
: 
Jenis Waktu Pelaksanaan 
Sholat Jamaah Setiap azhan bberkumandang 
Tausiah  Setelah jamaah 
Kajian Dhuha Setiap minggu 
Qiyamullail 1 bulan sekali/ dilaksanakan setiap akhir 
bulan 
                                                          
20 Wawancara dengan Bpk Kiryanto selaku Bendahara YBWSA masa 
bakti 2013-2018 pada tanggal 05 juni 2017, jam 13.00 di Kantor Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung  
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Kajian al-Quran Setiap hari 
Beberntuk; pembelajaran iqra‟, simaan dan 
menghafal 
Seminar Menyesuaikan dengan kebutugan Nazhir. 
Adapun yang pernah dilaksanakan adalah; 
- Pelatihan nazhir wakaf uang 
- HRD Syariah 
- Dan peningkatan kualitas SDM 
lainnya. 
 
 
Pelatihan-pelatihan tersebut di atas merupakan 
kesejahteraan yang diberikan kepada Yayasan guna 
meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan YME dan 
keterampilan dalam pengelolaan wakaf. Kaitannya dengan 
kesejahteraan, nazhir YBWSA memang tidak menerima gaji 
ataupun mengambil 10% atas haknya dari hasil bersih 
pengelolaan wakaf. Meskipun dalam KHI dan Undang-Undang 
Wakaf Tahun 2004 membolehkan nazhir mengambil haknya. 
Adapun alasannya mengapa nazhir tidak menerima upah, 
karena para nazhir adalah dosen Unisulla yang gajinya sudah in 
76 
 
sya< Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup21. Sedangkan 
alasan mengapa para nazhir tidak mengambil haknya atas hasil 
pengelolaan wakaf adalah, wakaf adalah harta Allah. Kita tidak 
baik untuk mengambilnya entah itu sedikit maupun banyak. 
Selain itu juga merupakan tuntunan moral
22
  
 
 
                                                          
21 Wawancara dengan Bpk Kiryanto selaku Bendahara YBWSA masa 
bakti 2013-2018 pada tanggal 05 juni 2017, jam 13.00 di Kantor Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung  
22 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
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BAB IV 
ANALISIS KESEJAHTERAAN NAZHIR DAN IMPLIKASINYA 
TERHADAP PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DI 
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG 
 
A. Analisis Terhadap Bentuk Kesejahteraan Nazhir Dalam 
Produktifitas Pengelolaan Wakaf  
Sebelum masuk pada analisis terhadap bentuk 
kesejahteraan yang diberikan kepada nazhir. Penulis ulas sedikit 
tentang posisi nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. 
Pada BAB III sudah penulis jelaskan, bahwa nazhir adalah yang 
bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengembangan 
wakaf, adapun orangnya terdapat dalam bentuk pengurus 
sebagaimana yang terlampir dipembahasan sebelumnya. 
Sedangkan pegawai adalah pembantu nazhir dalam operasional 
pengelolaan dan pengembangan wakaf.
1
 
Baik nazhir maupun pegawai semua mendapatkan 
kesejahteraan dari pihak yayasan. Dalam skripsi ini penulis fokus 
terhadap pemberian kesejahteraan yang diberikan oleh pihak 
yayasan kepada para pengurus selaku nazhir. Alasan Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung dalam memberikan kesejahteraan 
                                                          
1 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 26 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Hal ini sesuai dengan UU No 40 Tentang 
Wakaf Pasal 10 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan UU NO 40 Pasal 11 
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adalah sebagai stimulus dan hadiah atas kinerja agar membuat 
para nazhir fokus dan profesional dalam mengelola wakaf 
menjadi produktif.  
Implimplikasi kesejahteraan nazhir dalam produktivitas 
pengelolaan wakaf telah diakui oleh sekertaris Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung Semarang. Keberhasilan tersebut yang 
mengantarkan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang 
diakui oleh Badan Wakaf Indonesia atas produktivitasnya dalam 
mengelola wakaf. Kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung terhadap masyarakat dapat bisa 
dilihat dari manfaat pengelolaan pengembangan harta wakaf. 
Amal usaha inti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung adalah 
pendidikan dan pelayanan kesehatan. 
2
 
Dalam bidang pendidikan YBWSA mendirikan Pendidikan 
Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) dan perguruan tinggi 
UNISSULA. Sedangkan di bidang pelayan kesehatan, YBWSA 
mendirikan Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang manfaatnya 
mampu dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat 
dari kebijakan YBW-SA yang menyediakan pelayanan 100 
tempat tidur rawat inap gratis kapada fakir miskin.
3
 
Adapun bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada 
Nazhir oleh YBWSA adalah kesejateraan dalam bentuk biaya 
                                                          
2 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 05 Mei 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
3 Ibid., 
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transportasi, biaya kesehatan BPJS, Dana pensiun, THR, Reward 
Haji dan Umrah. Selain kesejahteraan yang bersifat materi, 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung juga memberikan 
kesejahteraan berbentuk non-materi. Kesejahteraan ini berbentuk 
pelatihan-pelatihan yang menunjang keberlangsungan 
peningkatan keimanan kepada Allah SWT. Namun, dalam hal 
pemberian kesejahteraan yang bersifat materi oleh YBWSA 
terdapat ketidakjelasan dalam memberikan imbalan sebagai 
bentuk kesejahteraan nazhir.
4
  
Sebelum masuk analisis lebih dalam, perlu kiranya penulis 
paparkan satu per satu; pertama, bentuk kesejahteraan nazhir. 
Kedua, ketidakjelasan dalam memberikan imbalan sebagai 
bentuk kesejahteraan nazhir. 
1. Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung 
Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh YBWSA 
terhadap para nazhir di atas lebih terkesan seperti fasilitas yang 
wajib diberikan kepada para nazhir untuk menunjang 
produktivitas pengelolaan wakaf. Sebab, melihat dari teori-teori 
kesejahteraan yang penulis paparkan, tujuan dari kesejahteraan 
adalah terpenuhinya sandang dan pangan sebagai hak yang harus 
didapat oleh seseorang yang bertanggung jawab atas profesinya,
5
 
                                                          
4 Ibid.,   
5 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai 
Persoalan Umat. (Edisi E-book), hlm 128 
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Begitu juga dengan nazhir yang bertanggung jawab atas 
pengelolaan wakaf. 
Pendapat Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Tim Lajnah 
Pentahsisan Mushaf al-Quran DEPAG RI, menjelaskan tentang 
Indikator kesejahteraan seseorang melalui pemenuhan unsur-
unsur berikut yaitu: 
a. Jumlah makanan yang cukup kadar dan gizinya untuk 
mensuplai jasmani sehingga dapat menjalankan kewajiban 
kepada Allah, keluarga dan masyarakat.  
b. Persediaan air dan sanitasi yang cukup untuk minum dan 
membersihkan badan dan keperluan bersuci dari hadas dan 
jinabat.  
c. Pakaian yang dapat menutup aurat dan menjaga dari terik 
matahari atau dinginnya udara.  
d. Tempat tinggal yang sehat dan layak huni serta 
mencerminkan kemandirian. 
e. Sejumlah harta yang bisa digunakan untuk menjalankan 
kewajiban menuntut ilmu yang memerlukan bekal yang 
cukup, pemeliharaan kesehatan dan pembekalan berhaji.
6
 
Selain itu, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) 
Indonesia, indikator kesejahteraan dapat diketahui dengan 
terpenuhinya delapan unsur, yaitu: 
                                                          
6 Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran, “ Pembanunan Ekonomi Umat, 
Tafsir Al-Qur’an Tematik”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 
2009), hlm. 323-324  
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a. Pendapatan 
b. Konsumsi dan pengeluaran 
c. Keadaan tempat tinggal 
d. Fasilitas tempat tinggal 
e. Kesehatan 
f. Kemudahan mendapatkan layanan kesehatan   
g. Pendidikan 
h. transportasi7 
Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, kesimpulan 
dari bentuk kesejahteraan yang diperoleh atas tanggung jawab 
nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf di YBWSA 
kurang memenuhi kriteria dalam konsep kesejahteraan. Beberapa 
unsur kesejahteraan yang diperoleh nazhir tidak tercantum poin 
“pendapatan”. Artinya tidak ada penghasilan bagi nazhir untuk 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 
Inti dari pendapat Yusuf Qardhawi tentang kesejahteraan 
ialah terpenuhinya pangan dan sandang. Dalam Islam telah jelas, 
untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut Islam mengajarkan 
untuk bekerja. Pendapatan atau hasil dari kerja nantinya dapat 
dijadikan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan pokok. 
Ini yang dijelaskan dalam al-Quran QS At-Taubah Ayat 105: 
                                                          
7 http://www.bps.go.id/. Diunduh 15 Mei 2017 Jam 10.00 
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                             
                           8   
Artinya: “dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” 
 
Menurut Qurais Shihab, ayat di atas menerangkan tentang 
kesejahteraan seseorang dapat diperoleh melalui bekerja atau 
mencari bekal penghidupan. Dari hasil kerja mampu menjadi 
modal untuk mencukupi kehidupan. Tercukupinya kebutuhan 
hidup melalui terpenuhinya unsur sandang pangan seseorang.
9
 
Lebih lanjut Al-Quran menjelaskan dalam QS. Thâhâ 
Ayat:117-119: 
                                 
                              
         
                                                          
8 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah, Op.Cit, hlm. 204 
9 Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran; Fungsi dan 
Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2013), Edisi II, 
hlm. 176 
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Artinya:“Hai Adam, sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh 
bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan 
sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Surga, yang 
akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya 
engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula 
akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan 
merasakan dahaga maupun kepanasan”. 10 
 
Menurut Qurais Shihab dari penjelasan ayat di atas bahwa 
pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, 
dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di 
sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan 
utama kesejahteraan.
11
 
Jika melihat dari pendapat Yusuf Qardhawi dan Quraish 
Sihab, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari 
kesejahteraan secara fisik adalah terpenuhinya pangan dan 
sandang. Selain pendangan Yusuf Qardawi dan Qurais Sihab, 
pendapat Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdur Rohman, bahwa 
kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan 
sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara’ Maqa<sid al-
syari’ah. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan 
kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan 
yang sebenarnya melalui kebutuhan-kebutuhan ruhani dan 
materi. Untuk mencapai tujuan syara’ agar dapat terealisasinya 
                                                          
10 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah 
Pentahsian Mushaf al-Quran, 2011), hlm. 316 
11 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai 
Persoalan Umat. (Edisi E-book), hlm 126  
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kemaslahatan, Al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber 
kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta. Sebab, Kesejahteraan dalam Islam pada intinya 
mencakup dua hal pokok yaitu  kesejahteraan sosial yang bersifat 
jasmani (lahir) dan rohani (batin). 
12
  
Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam 
setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan 
hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat 
dan negeri yang sejahtera.
13
 Untuk itu, selain kesejahteraan 
diartikan sebagai pemberian materi, kesejahteraan juga bisa 
diberikan secara non materi. Bentuk kesejahteraan non materi 
yang di berikan oleh YBWSA salah satunya sebagai berikut: 
Sholat jamaah tepat waktu, tausiah, kajian dhuha, qiyamullail 
berjamaah, kajian al-Qur’an, dan seminar/pelatihan. 
Dari analisis tentang praktik pemberian bentuk 
kesejahteraan di YBWSA, menurut penulis, seharusnya 
penerapan kesejahteraan harus memenuhi unsur dan 
parameternya, sebagaimana yang telah dikemukaan oleh Yusuf 
Qardhawi dan Qurais Sihab. Bahwa kesejahteraan ialah 
pemenuhan sandang dan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan 
                                                          
12Al Ghozali oleh Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghozali, Menelusuri 
Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya’ Ulum Al-Din, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 
hlm. 86  
13 Selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial 
bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan; 
b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) Masyarakat.  
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tersebut dalam Islam memerintahkan untuk bekerja. Sehingga 
hasil kerja dapat dijadikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.  
Dan dalam hal kebijakan YBSWA tentang kesejahteraan 
non materi, penulis sangat setuju. Sebab, bentuk kesejahteraan 
non materi yang diberikan kepada nazhir merupakan sesuatu 
yang mampu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. 
Selain itu, kebijakan tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam 
tentang konsep kesejahteraan yang dipaparkan oleh Imam 
Ghozali. Selain itu juga telah sesuai dengan UU No. 11 tahun 
2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa 
kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya. 
Namun, dalam praktik pemberian bentuk kesejahteraan di 
YBWSA, meskipun nazhir mendapatkan imbalan sebagai bentuk 
kesejahteraan, seharusnya yayasan juga memberikan penghasilan 
atau gaji sebagai unsur dari kesejahteraan. Dari penghasilan nanti 
dijadikan bekal buntuk memenuhi kebutuhan pokok diri nazhir, 
karena penghasilan adalah hal yang penting. 
Hal ini sebagaimana KHI Pasal 220 Jo PP No. 28 Tahun 
1977 yang menyatakan bahwa: 
’’Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang 
jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas 
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saran majlis ulama Kecamatan dan kepala kantor urusan 
agama kecamatan setempat”14 
Dalam pasal 220 KHI di atas telah dijelaskan bahwa nazhir 
berhak mendapatkan penghasilan. Hal ini juga diperkuat dengan 
Undang-undang Wakaf Tahun 2004 tentang hak nazhir yang 
berhak mengambil dari hasil pengelolaan wakaf yang besarannya 
tidak melebiha 10%. Meskipun nazhir YBWSA memiliki 
pendapatan dari profesi lainnya. Karena ini dua kewenangan 
yang berbeda. 
2. Ketidakjelasan dalam memberikan imbalan sebagai bentuk 
kesejahteraan nazhir oleh Yayasan Badan Wakaf Sutan 
Agung 
Ketidakjelasan dalam memberikan imbalan sebagai bentuk 
kesejahteraan nazhir. Alasan dari kebijakan Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung yang tidak menyertakan penghasilan/gaji 
sebagai unsur dari kesejahteraan karena para nazhir sudah 
memiliki pendapatan tetap dari profesinya sebagai seorang dosen 
dan dokter. Sehingga, gaji bukanlah tanggung jawab yayasan, 
dan yayasan lebih menekankan untuk memberikan fasilitas dalam 
menunjang profesionalisme pengelolaan wakaf. 
Berbicara tentang kesejahteraan harus secara menyeluruh 
tanpa meninggalkan salah satu unsur-unsurnya. Islam memiliki 
aturan terhadap hak sesorang. Meskipun nazhir YBWSA telah 
memiliki pendapatan tetap, seharusnya YBWSA tetap 
                                                          
14 Kompilasi Hukum Islam  
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memberikan pendapatn/gaji untuk para nazhir dalam memenuhi 
kebutuhan pokoknya. Namun, fakta yang mengejutkan bahwa 
nazhir tidak mendapatkan penghasilan pada zaman sekarang 
adalah hal yang unik. Sebab, berkembangnya zaman juga 
menuntut kita dalam memenuhi kebutuhan. Termasuk juga untuk 
para nazhir yang juga harus memenuhi kubutuhan hidupnya. 
Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan 
kepercayaan dalam pengelolahan harta wakaf sangatlah penting, 
yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid 
tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun 
para ulama sepakat bahwa wa<qif  harus menunjuk nazhir wakaf 
yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun 
kelembagaan.
15
 
Sesungguhnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga 
bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan 
bergantung pada harta tersebut, akan tetapi bergantung pada 
pengelolanya atau nazhir. Banyak wakaf yang terbengkelai dan 
terlantar karena nazhir tidak mengelolanya, dan banyak pula 
wakaf yang bernilai manfaat karena tangan trampil para 
pengelolanya.
16
 Pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini 
bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga 
                                                          
15 Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf 
Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal. 54  
16 Ahmad Furqon, Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social 
Enterpreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan), 
(Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm. 26 
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harta wakaf tidak sia-sia dan mampu memberikan kesejahteraan 
bagi umat.
17
 
Di sisi nazhir bertanggung jawab atas produktivitas 
pengelolaan wakaf, nazhir pun berhak mendapatkan 
kesejahteraan, baik itu berupa gaji (Bisya<rah) ataupun bentuk 
tunjangan lainnya. Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus 
dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, 
memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan 
menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang 
telah terkumpul kepada para musta>hi’, sudah selayaknya 
mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah 
dilakukannya.
18
 
Tentang persoalan hak nazhir mendapatkan upah sebagai 
bentuk kesejahteraannya, para ulama telah menyebutkan banyak 
dalil atau dasar hukum. Diantaranya adalah, dari Umar bin 
Khathab r.a ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau 
berkata: 
 َعَ ًَّ ِجَّىلاَ ى ت أ فَ  ر جٍْ  ِخثَ بًضْر أَ ُر  مُعَ  ةب  ص أَ  لب قَ  ر  مُعَ ِهْثاَ ِه
َُتْج  ص أَ ًِِّوإَ ِاللهَ  ل ُْ ُس  رب ٌَ  لب ق َُيُرِْمأ تْس ٌَمَّل  س  َ َ ًِ ٍْ  ل  عَاللهَىَّل  ص
ًَِوُرُْمب تَب  م فًَُْىِعَيِدْىِعَُس فْو أَُّط قًَلاب  مَتُِصاَْم لَ  ر جٍْ  ِخثَبًضْر أ
 َل بقَ؟ًِ ِثََب ٍ ِثَ  قَّد  ص ت فَب ٍ ِثَ  تْق َّد  ص ت  َ َ ب ٍ  لْص أَ  تْس ج  حَ  تْئِشَِْنإ
َبٍُثَ  قَّد  ص ت فَ ُث  ر ُْ ُتَ  لا  َ َ ُت ٌ ُْ ُتَ  لا  َ َ ب ٍ ُلْص اَ ُعب جت لاَ ب ٍَّو أُر  مُع
                                                          
17 Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, op.cit, hal. 55 
18 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-
syariah al-islamiyyah, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hal. 498 
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َِلٍْ ِج َّسلاَ ِهْثا  َ َ ِاللهَ ِلٍْ ِج  سَ ًِف  َ َ ِةب ق ِّرلاَ ًْ ِف  َ َ ِءا  ر ُقفْلاَ ًِف
َْه  مَ  حب ىُجَ  لاَِفٍْ َّضلا  َََ  رٍْ  غَ  معْطٌََََِف َْ ُرْع  مْلِبثَ  لُْكأ ٌَب ٍ  ٍِل  َ
(َ.ٍل ُِّ  م تُميرحبلا هاور )
19
 
Artinya: Dari Umar r.a berkata: Umar telah menguasai tanah di 
Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw, guna 
meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: 
“Ya Rosulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di 
Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, 
apa yang kau perintahkan kepadaku denganya?” Beliau 
bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya 
dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah umar, 
tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan 
diwariskan. Ia mensadaqahkanya pada orang orang 
fakir, budak budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, 
dan tamu tamu. Tidak berdosa orang yang 
mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut 
dengan cara yang ma’ruf dan memakanya tanpa maksud 
memperkaya diri.”(Riwayah al-Bukhari)  
Ulama-ulama salaf telah memberikan penjelasan bahwa 
nazhir berhak mendapatkan upah atas usahanya dalam mengelola 
dan mengembangkan wakaf. Golongan Hanafiyyah berpendapat 
bahwa nazhir berhak mendapatkan gaji selama melaksanakan 
segala sesuatu yang diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji 
bisa sepersepuluh atau seperdelapan, atau sebagainya, sesuai 
dengan ketentuan wa<qif . Namun, apabila wa<qif  tidak 
menetapkan upah nazhir, maka hakimlah yang menetapan upah 
                                                          
19 Al-Bukha<ri<, Shahih al-Bukh<ari, juz 3, (Beirut: Da<r Fikr. tt.), hlm. 196 
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nazhir tersebut. Besarnya upah pada umumnya disesuaikan 
dengan berat ringannya tugas-tugas yan dierikan oleh nazhir.
20
 
Menurut Abu Zahrah, pendapat golongan Malikiyah 
mengenai upah nadzir ini hampir sama dengan golongan 
Hanafiyah. Hanya saja sebagian golongan Malikiyah berpendapat 
bahwa jika wa<qif  tidak menentukan upah nadzir, maka hakim 
dapat mengambil upah itu dari baitul ma<l.21 Adapun golongan 
Syafi’iyyah berpendapat bahwa yang menetapkan gaji nadzir 
adalah wa<qif. Mengenai jumlahnya, sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh wa<qif. Jika wa<qif tidak menetapkan 
upah bagi nazhir, menurut golongan Syafi’iyyah, nazhir tidak 
berhak menerima gaji. Jika mengharapkan gaji, nazhir harus 
mengajukan permohonan kepada hakim.
22
  
Selama tidak mengajukan permohonan, nadzir tidak berhak 
mendapatkan gaji tersebut. Jika ia memohon (kepada hakim), 
sebagian golongan Syafi’iyyah menyarankan bahwa nadzir 
berhak mendapatkan gaji yang seimbang. Sebagian golongan 
Syafi’iyyah menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak berhak 
memohon gaji, kecuali apabila keadaannya sangat membutuhkan. 
Dan mereka menyatakan bahwa gaji tidak boleh melebihi dari 
gaji yang semestinya.
23
Menurut Imam Muhammad r.a., nazhir 
                                                          
20Said Agil Husin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, 
Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 159  
21
Ibid, hlm.159 
22 Ibid, hlm. 160 
23 Ibid, hlm. 161 
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berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh wa<qif.  Jika 
wa<qif  tidak menentukan upah nazhir, di kalangan golongan 
Hambaliah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan 
bahwa nazhir tidak halal mendapatkan upah kecuali hanya untuk 
makan sepatutnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa nadzir 
wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.
24
 
Dari penjelasan di atas, fenomena nazhir yang tidak 
memperoleh haknya dalam mendapatkan upah atas tanggung 
jawabnya, dalam kajian fiqih dijelaskan jika nazhir menginginkan 
upah yang seharusnya ia dapatkan ia harus mengajukan 
permohonan kepada wa<qif  atau hakim. Telah dijelaskan 
sebelumnya, bahwa seorang profesional, merupakan orang yang 
hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang 
layak sebagai konseuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, 
keahlian, dan keterampilan. Begitupun dengan nazhir, ia 
bukanlah posisi sampingan ataupun abal-abal, tapi profesi 
profesional.
25
 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung seharusnya 
memberikan gaji terhadap para nazhirnya. Sebab istilah hak 
adalah cerminan dari kewajiban. Kewajiban nazhir adalah 
mengelola dan mengembangkan wakaf agar produktif. 
                                                          
24 Said Agil Husin Al-Munawar, Op. Cit, hlm 36   
25 Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf 
dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 
“Nazhir Profesional dan Amanah”, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat 
dan Wakaf, 2005), hlm. 76 
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Sedangkan kewajiban YWSA adalah memberikan gaji sebagai 
imbalan atas haknya yang patut didapat. Dan hasil produktivitas 
wakaf adalah hak yang semestinya diperoleh YBWSA. Jika tidak 
deberikan 10% dari hasil pengelolaan yang dianggap terlalu 
besar, setidaknya pihak yayasan memberikan hak yang ma’ruf 
kepada nazhir. 
B. Analisis Implikasi Kesejahteraan Nazhir Terhadap 
Produktifitas Pengelolaan Wakaf  
Dalam mencapai visi-misi keberhasilan dalam pengelolaan 
wakaf, berbagai upaya harus dilakukan untuk mendorong 
produktivitas pengelolaan wakaf. Salah satunya adalah konsep 
yang dikemukakan oleh Syafii Antonio, salah satu faktor 
pendorong produktivitas wakaf adalah dengan menerapkan atau 
mengedepankan “asas kesejahteraan nazhir”, yang 
menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak 
yang harus diterima.  
Sudah terlalu lama nazhir diposisikan sebagai pekerja asal-
asalan, alias lilla<hi ta’ala (dalam sisa-sisa waktu dan bukan 
perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, 
seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah saatnya, kita 
menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan 
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kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan 
kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tapi juga di dunia.
26
 
Demikian itu memiliki timbal balik dalam sirkulasi 
pengelolaan aset wakaf. Telah dijelaskan, bahwa pemberian 
kesejahteraan oleh Yayasan kepada para nazhir adalah bentuk 
imbalan atas kerja kerasnya dalam mengelola wakaf. Selain itu 
juga sebagai stimulus agar nazhir bisa mampu fokus dan 
profesional dalam menjalankan amanah. Sehingga, produktifitas 
pengelolaan wakaf mampu dicapai.
27
 
Menurut Hasibuan produktivitas adalah perbandingan 
antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika Produktivitas 
naik ini hanya dimungkinkan  oleh adanya peningkatan efisiensi 
(waktu-bahan-tenaga) dan sisitem kerja, teknik produksi dan 
adanya peningkatan keterampilan dari tenaga 
kerjanya.
28
 Sedangkan menurut Riyanto, secara teknis 
produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai 
(out put) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan 
                                                          
26 Muhammad Syafi’i Antonio, Diambil dari Kata Pengantar Buku 
Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah 
al-islamiyyah, (Jakarta: IIMaN Press, 2004) 
27 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 28 Juli 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
28 Melayu S.P Hasibuan, Organisasi Dan Motivasi, Dasar Peningakatan 
Produktivitas, (Bumi Aksara Putra, Jakarta, 1996). Hlm, 126 
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(input). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan 
antara hasil yang dicapai.
29
 
Peran kesejahteraan nazhir dalam produktivitas 
pengelolaan wakaf telah diakui oleh bapak Didiek Supadi selaku 
skertaris umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang 
mampu membuat Yayasan berkembang dan maju dengan pesat 
sehingga mampu memberikan kesejahteraan kapada umat.
30
 
Implikasi kesejahteraan nazhir terhadap produktifitas 
pengelolaan wakaf dapat dilihat dari, salah satunya dari hasil dari 
pengelolaan wakaf selama ini. Pengukuran produktivitas wakaf 
berperan sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong 
efisiensi produksi/hasil. Ada dua macam alat pengukuran 
produktivitas, yaitu : 
a) Physical productivity, yaitu produktivitas secara kuantitatif 
seperti ukuran (size), panjang, berat, banyaknya unit, waktu. 
b) Value productivity, yaitu ukuran produktivitas dengan 
menggunakan nilai uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, 
dollar dan seterusnya.
31
  
Dalam metode pengukuran produktivitas hasil kerja, 
penulis menggunakan Value productivity, yaitu ukuran 
produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang dinyatakan 
                                                          
29 Riyanto, J. Produktivitas dan Tenaga Kerja. (SIUP : Jakarta, 1986). 
Hlm. 21 
30 Wawancara dengan Bpk Didiek Ahmad Supadi selaku Sekertaris 
YBWSA masa bakti 2013-2018 pada tanggal 28 Juli 2017 jam 10.00 di Kantor 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
31 Riyanto, Op.Cit. hlm. 22 
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dalam rupiah, yen, dollar (mata uang) dan seterusnya dari hasil 
pengelolaan. Pada teori ini, selain untuk lebih mudah untuk 
menganalisa, juga mudah untuk mengetahui dalam meningkatkan 
produktivitas hasil pengelolaan keberhasilan suatau perusahan. 
Seperti halnya untuk mengetahui produktifitas hasil 
pengelolaan wakaf oleh YBWSA. Di bawah ini, penulis sajikan 
hasil pengelolaan wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
per-tahun terhitung dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Untuk 
lebih jelas mengetahui sejauh mana implikasi kesejahteraan 
nazhir bisa dilihat pada diagram berikut;
32
 
 
                                                          
32 Data diambil dari sekertariat YBWSA 05 Juni 2017 jam 10.30 
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Dari diagram di atas dalam dapat dilihat bahwa 
kesejahteraan mampu berimplikasi terhadap hasil pengelolaan 
wakaf. Dari seluruh aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan 
oleh nazhir YBWSA pada tahun 2013-2015 menunjukkan 
kenaikan yang sangat signifikan. Hasil bersih tahun 2013 Rp. 
274.181.461.832. Pada tahun 2014 hasil pengelolaan wakaf 
mencapai Rp. 314.110.153.418. Sedangkan pada tahun 2015, 
hasil pengelolaan wakaf mencapai Rp. 380.587.791.561.
33
 
Sekilas dilihat dari data hasil pengelolaan per tahun oleh 
YBWSA terus meningkat. Kesimpulan dari hasil analisis 
lapangan tersebetut dapat diketahui, bahwa nazhir yang 
mendapaktan kesejahteraan seperti biaya kesehatan BPJS, biaya 
transportasi, dana pensiun/tunjangan hari tua, THR, reward haji 
dan umrah mampu memberikan implikasi terhadap produktivitas 
pengelolaan wakaf.  
Faktor pendorong produktivitas pengelolaan wakaf di 
YBWSA tidak secara mendominasi dilatar belakangi oleh 
kesejahteraan berbentuk materi yang diberikan kepada nazhir. 
Kesejahteraan berbentuk non materi juga berperan dalam 
produktivitas pengelolaan wakaf. 
Seperti yang telah penulis cantumkan pada bagian 
sebelumnya, bahwa salah satu kebijakan YBWSA tentang bentuk 
kesejahteraan non materi ialah memberikan pelatihan kepada 
                                                          
33 Data diambil dari sekertariat YBWSA 05 Juni 2017 jam 10.30 
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nazhir. Baik itu pelatihan berupa kenazhiran maupun tentang hal-
hal umum. Dari pembekalan keterampilan melalui pelatihan-
pelatihan, nazhir dapat meningkatkan kualitas profesinya dalam 
mengelola wakaf. 
Selain kesejahteraan yang menjadi stimulus agar nazhir 
mampu menjadikan nazhir mampu fokus dan profesionalitas 
dalam mengelola wakaf, keberhasilan dalam pengelolaan wakaf 
bisa pengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti:  
1. Kedisiplinan 
Dalam bekerja ataupun berprofesi, kedisiplinan 
berperan dalam keberhasilan profesi yang digelutinya. 
2. Prestasi 
Prestasi merupakan modal bagi seseorang dalam 
menekuni profesinya. Bagaimana mungkin seorang nazhir 
yang berprofesi sebagai pengelola wakaf tidak mengetahui 
hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Baik panduan 
pengelolaan  seperti UU maupun praktik pengembangannya.  
3. Kerjasama 
Dalam pengembangan usaha apapun, kerjasama 
secara bilateral sangat membantu terhadap hasil pengelolaan. 
Tidak mungkin dalam memngelola suatu usaha tidak 
melibatkan pihak luar. Kecuali jika ingin bangkrut atau tidak 
berkembang. 
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4. Volume kerja 
Volume kerja merupakan waktu kerja. Seberapa lama 
dalam sehari bekerja. Poin ini berkaitan dengan kedisiplinan 
dalam bekerja. 
Poin-poin di atas merupakan faktor internal yang bisa 
memepengaruhi terhadap keberhasilan produktivitas pengelolaan 
wakaf. Tidak semua keberhasilan disebabkan oleh imbalan. 
Untuk itu, selain YBWSA memberikan pelatihan–pelatihan yang 
bersifat kenazhiran  untuk meningkatkan kinerja nazhir, YBWSA 
juga perlu mengerti bahwa kedisiplinan, prestasi, kerja sama, 
volume kerja perlu ditingkatkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Bertitik pada pokok permasalahan di atas dan dengan 
mendasarkan pada deskripsi serta analisis pada bab-bab 
sebelumnya maka dalam bab kelima ini penulis menyimpulkan 
hasil penelitian yang penulis lakukan sekaligus sebagai jawaban 
sesuai dengan perumusan masalah yang ada, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Sudah terlalu lama posisi nazhir dianggap sebagai pekerja 
asal-asalan, alias lilla<hi ta’ala (dalam sisa-sisa waktu dan 
bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai 
akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah 
saatnya, kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang 
memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi 
yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tapi 
juga di dunia. Hal ini yang telah diimplementasikan oleh 
YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada para 
nazhir. Adapun bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terhadap para nazhir 
ada dua bentuk. Pertama bersifat materi, adalah berbentuk 
biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana 
pensiun/tunjangan hari tua, THR, reward haji dan umrah. 
Kedua, ialah berbentuk non materi yang bersifat keperdulian 
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YBWSA perduli terhadap peningkatan spritualitas nazhir 
untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT. Bentuk-
bentuk kesejahteraan non materi ini juga bersifat sebagai 
penunjang kualitas diri nazhir. Bentuk-bentuknya seperti, 
pelatihan peningkatan SDM, Hafalan Juz Ammah, Simaan 
setiap pagi, Tausiah setiap hari rabu, Qiyamullail berjamaah, 
dan sholat berjamaah tepat waktu. Secara materi, praktek 
pemberian kesejahteraan yang diberikan Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung belum sesuai dengan ajaran Islam. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi dan 
Qurais Shihab bahwa tujuan dari kesejahteraan adalah 
pemenuhan pangan dan sandang. Pemenuhan kebutuhan 
pokok tersebut bias diperoleh dengan bekerja. Hasil kerja 
kemudian bias dijadikan alat tukar untuk kebutuhan pokok. 
Selain itu, praktek kesejahteraan tersebut juga belum sesuai 
dengan KHI Pasal 222 dan UU Wakaf Tahun 2004 Pasal 12 
yang menyatakan bahwa nazhir berhak mendapatkan 
penghasilan dan fasilitas. Faktanya, nazhir hanya 
mendapatkan imbalan jasa tanpa mendapatkan penghasilan 
sebagai unsur dari kesejahteraan dan nazhir-pun berhak 
mengambil 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf. 
Sedangkan secara non materi, praktik pemberian 
kesejahteraan nazhir, menurut penulis telah sesuai dengan 
ajaran Islam. Sebagaimana dengan pendapat al-Ghozali 
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bahwa kesejahteraan juga bersifat peningkatan spiritual, 
sehingga mampu meningkatkan kualitas iman, islam, ihsan 
kepada Allah SWT. Namun, dalam praktik pemberian bentuk 
kesejahteraan di YBWSA, meskipun nazhir mendapatkan 
imbalan sebagai bentuk kesejahteraan, seharusnya yayasan 
juga memberikan penghasilan atau gaji untuk memenuhi 
kebutuhan pokok diri nazhir, karena penghasilan adalah hal 
yang penting. 
2. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas 
pengelolaan wakaf. Salah satu upaya Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung dalam produktivitas wakaf adalah dengan 
menerapkan asas kesejahteraan nazhir. YBWSA percaya 
bahwa dengan penerapan asas kesejahteraan nazhir, 
produktivitas pengelolaan wakaf dapat tercapai. Sebab, 
dengan adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh nazhir 
membuat nazhir tidak memandang profesinya sebelah mata 
sehingga mampu fokus dan profesional dalam mengemban 
tanggung jawabnya. Dari profesionalitas tanggung jawab 
nazhir mampu berimplikasi terhadap produktivitas 
pengelolaan wakaf. Kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung atas kesejahteraan nazhir bertujuan sebagai stimulus 
dan imbalan atas kinerja dalam menjalankan tugasnya 
sebagai nazhir. Keberhasilan dalam pengelolaan wakaf  telah 
diakui oleh yayasan, bahwa efek dari kesejahteraan nazhir 
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berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf. Hal 
ini bias dilihat dari hasil pengelolaan dari tahun 2013-2015 
yang meningkat setiap tahun. Hasil bersih tahun 2013 Rp. 
274.181.461.832. Pada tahun 2014 hasil pengelolaan wakaf 
mencapai Rp. 314.110.153.418. Sedangkan pada tahun 2015, 
hasil pengelolaan wakaf mencapai Rp. 380.587.791.561. 
B. Saran-saran 
Berdasarkan dengan analisa penulis terhadap bentuk dan 
implikasi kesejahteraan nazhir dalam produktivitas pengelolaan 
wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di atas, penulis 
menyarankan:   
1. Pada dasarnya, gaji atas tanggung jawab pengelolaan wakaf 
tidak wajib diterima oleh nazhir. Tapi, sesuai KHI dan UU 
Wakaf Tahun 2004 nazhir berhak menerima kesejahteraan 
yang memenuhi nunsur penghasilan dan fasilitas. Untuk itu, 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung seharusnya 
memberikan gaji sebagai bentuk penghasilan terhadap kinerja 
para nazhir. Sebab istilah hak adalah cerminan dari 
kewajiban. Kewajiban nazhir adalah mengelola dan 
mengembangkan wakaf agar produktif. Sedangkan kewajiban 
YWSA adalah memberikan gaji sebagai imbalan atas haknya 
yang patut didapat. Dan hasil produktivitas wakaf adalah hak 
yang semestinya diperoleh YBWSA. Selain itu, pekerja 
professional biasa hidup dari hasil profesinya, karan nazhir 
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adalah sebuah profesi, dia berhak mendapatkan penghasilan 
dari kinerjanya.  
2. Bagi para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 
harta benda  wakaf harus professional dan kreatif bukan 
hanya sekedar pekerjaan  sampingan atau formalitas. 
Sebagaimana yang sering terjadi di  masyarakat mengingat 
harta benda wakaf sekarang ini, tidak hanya benda tidak 
bergerak saja tetapi  juga benda bergerak berupa uang logam, 
surat berharga dan lainnya menurut UU No 41 Tahun 2004, 
sehingga nadzir benar-benar harus mampu dan sanggup 
dalam pengelolaan dan pengembanganya. 
3. Pemerintah harus membuat undang-undang yang mengatur 
tentang upah/gaji nazhir. Istilah “berhak mendapat” 
seharusnya diubah menjadi “wajib mendapat” upah/gaji guna 
menunjang keberlangsungan hidup nazhir. Pada undang-
undang juga harus menyebutkan besaran yang harus diterima.  
4. Untuk peneliti selanjutnya, bahwa dalam produktivitas 
pengelolaan wakaf terdapat factor pendorongnya. Hal ini 
membuat kita harus lebih jeli dalam menganalisa. Sehingga 
hasil penelitian saling melengkapi dan mampu memberikan 
bermanfaat terhadap praktik pengelolaan dan pengembangan 
wakaf di Indonesia.  
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C. Penutup  
Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini penulis 
mengucapkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT 
atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menuntaskan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 
skripsi ini belumlah sempurna, untuk itu segala kritik, saran, serta 
masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai 
bahan pertimbangan dan renungan penulis untuk memperkaya 
dan memperdalam pengetahuan penulis.  
Mudah-mudahan skripsi ini selain bermanfaat bagi penulis 
secara pribadi juga dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis 
dalam khasanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang 
perwakafan. Sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan 
rujukan atau pertimbangan bagi penelitian-penelitian tentang 
wakaf berikutnya. A<mi<n 
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A. Sekertaris YBWSA 
1. Bagaimana sejarah berdirinya YBWSA dari dulu hingga 
sekarang? 
2. Apa visi-misi YBWSA sebagai nazhir badan hukum dan 
sumbangsih apa yang diberikan kepada masyarakat? 
3. Apa faktor pendorong produktivitas pengelolaan wakaf di 
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4. Apa tujuan dari YBWSA dalam memberikan kesejahteraan 
kepada nazhir? 
5. Bagaimana bentuk-bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada 
nazhir? 
6. Mengapa nazhir YBWSA tidak mendapatkan gaji? 
7. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir tersebut terhadap 
produktivitas hasil pengelolaaan wakaf? 
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4. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir tersebut terhadap 
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Lampiran 2 
TRANSKIP WAWANCARA 
Nama Responden : Dr. H. Didiek Supadie. Drs.MM 
Jabatan   : Sekertaris YBWSA 
Hari/Tanggal  : 26 Mei dan 05 Juni 2017  
Pukul   : 10.00 WIB 
Tempat Wawancara : Kantor Sekertaris Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung 
1. Bagaimana sejarah berdirinya YBWSA dari dulu hingga sekarang? 
Tahun 1947 Kota Semarang diduduki dan dikendalikan oleh 
pemerintah NICA. Dalam menjalankan pemerintahan, NICA banyak 
mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. 
Kebijakan NICA itu diantaranya dikeluarannya Ordonantie Huis 
Schole. Ordonansi ini pada intinya membatasi sekolah swasta yang 
hanya boleh menerima 10 orang murid, dengan tujuan agar semua 
anak Indonesia menjadi murid sekolah NICA. Di sisi lain sebagai 
besar rakyat Indonesia tidak mau belajar di sekolah NICA. 
 Dalam situasi seperti ini, beberapa tokoh muslim di 
Semarang, antara lain: M. Tojib Tohari, Ustadz Abu Bakar Assegaf, 
H. Chamien, Ustadz Md. Tahir Nuri, Ali al-Edroes, Abdurrahman 
Assegaf, dan Wartomo merasa terpanggil mengambil peran dan 
mengajukan ide mendirikan seolah berazaskan Islam.  
Atas pertolongan Allah semata, usaha mereka untuk 
mendirikan sekolah bisa terwujud dengan berdirinya Sekolah Rakyat 
yang berazaskan Islam yang diberi nama Sekolah Rakyat Islam Al-
Falah disingkat SRI Al-Falah yang pada perkkembangannya diubah 
menjadi Seolah Dasar Islam Sultan Agung. Sekolah tersebut 
berlokasi di gang kecil di Kampung Mustaram Jalan Kauman 
Semarang.  
Dengan modal wakaf dan infaq dari masyarakat, berdirilah 
secara resmi sebagai badan hokum bernama Yayasan Badan Wakaf 
(YBW) pada hari Senin Kliwon 1950 M atau 16 Syawal 1369 H 
dengan Akte Notaris No. 86 Tahun 1950 yang ditanda tangani oleh 
Wail Notaris di Semarang Tan Asioe dengan pengurus pertama 
sebagai pendiri Yayasan, yaitu Residen Milono (Pelindung), dr. 
Abdul Gaffar (Ketua), Ustadz Abu BakarAssegaf (Wakil Ketua), R. 
Soerjadi (Peneliti I), Ali Al Edrus (Peneliti II), H. Chamiem 
(Bendahara), Moh. Tojib Tohari, Zaenal Chamiem, Abdul Kadir Al 
Edrus, dan Wartomo (Komisaris Komisaris).  
Dua tahun kemudian sejak berbadan hukum, yaitu tahun 
1952 YBW menerima tanah wakaf di Gang Suromenggalan no. 62 
dari Syarifah Maryam binti Ahmad Al Juffrie, Ali bin Ahmad Al 
Juffrie dan Syarifah Fatimah binti Ahmad Al Juffrie. Selainitu YBW 
juga telah menerima bantuan uang sebesar Rp. 50.000 dari Dana 
Bantuan Islam di Jakarta melalui H. A. Ghaffar lsmail (selaku 
Sekretaris Jendral Dana Bantuan Islam).  
Tidak sia-sia, kerja keras mereka pun didengar oleh Allah 
SWT. Buah istiqomah, dalam kurun 2 dasawarsa (1950-1970) 
Yayasan berkembang mencapai kemajuan pesat. Tahun 1954, di atas 
tanah wakaf Suromenggalan itu didirikan bangunan 2 lantai sebagai 
sekolah badan wakaf. Pada tahun yang sama YBW membuka 
Sekolah Menengah Diniyah Badan Wakaf (SMI) BW) sekolah 
setingkat SLTP dengan waktu belajar 4 tahun dengan  maksud untuk 
menampung murid lulusan dari SRI Badan Wakaf, dan SR Islam 
lainnya.  
Pasca pendirian dua sekolah BadanWakaf, satu dasawarsa 
kemudian, tepatnya tanggal 1 Agustus 1961 didirikan Sekolah Dasar 
Badan Wakaf 2. Pada tahun-tahun berikutnya sekolah-sekolah baru 
terus didirikan di Semarang dan di Kriyan Jepara, yaitu SD Badan 
Wakaf 3 dan 4 (tahun 1962-1963), SMP Badan Wakaf 1 (tahun 
1964) dan SMP Badan Wakaf 4 (tahun 1964) serta SMA Islam 
Sultan Agung (tahun 1966).  
Tahun 1962 hingga 1967 merupakan tahun penting bagi 
YBW sejak kelahirannya. Ada dua momentum bersejarah. Pertama, 
kepada dunia pendidikan, bangsa dan umat Islam YBW 
mempersembahkan satu lagi sumbangsihnya berupa pendirian 
Universitas lslam Sultan Agung (UNISSULA) yang disusul dengan 
pembentukan Yayasan Dana UNISSULA untuk mendukung 
percepatan UNISSULA. Kedua, penyatuan dua unsur lembaga, 
Yayasan Badan Wakaf dan Yayasan Dana UNISSULA yang 
melahirkan perubahan nama Yayasan Badan Wakaf menjadi 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).  
Tepat dua dasawarsa perjalanan, atas gagasan Pangdam 
VII/Diponegoro, Brigjend M. Sarbini yang diutarakan kepada Rektor 
UNISSULA saat itu, Kol. Dr. Soetomo Bariodipoero dan Kakesdam 
VII/Diponegoro, Kol. Dr. Soehardi. Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung merintis pendirian Health Centre pada tahun 1970 yang 
kemudian menjadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA).  
Menandai sebuah kiprah dakwah baru selain di dunia 
pendidikan yang telah digeluti selama lebih dari dua dekade. 
Melengkapi pendirian rumah sakit, pada tanggal 27 Februari 1996 
sebuah akademi berbasis ilmu keperawatan Islam didirikan, yaitu 
Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (tahun 2007 menjadi 
Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA).  
Berbekal pengalaman, hingga di usia setengah abad, 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terus menapaki amanah 
mengelola usaha dan kegiatan di beragam bidang: dakwah, 
pendidikan, sosial, kesehatan, serta bidang usaha lain hingga hari ini. 
Tahun 2002, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung membentuk 
Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU) yang berperan 
mengelola dana zakat-infaq-shadaqah institusi maupun umat untuk 
pemberdayaan masyarakat.  
Kemudian di tahun 2003 guna menunjang pengelolaan 
bidang pendidikan, Lembaga Pengembanga Usaha (LPU) didirikan. 
Dan di tahun 2007, guna memantapkan gerakan dakwah dan 
pendidikan serta menyebarluaskan visi misinya, yayasan mendirikan 
radio dakwah Islam dengan nama Radio PTDI-UNISA 205. Dan 
perkembangan YBWSA berlanjut hingga sekarang. 
2. Apa visi-misi YBWSA sebagai nazhir badan hukum dan sumbangsih 
apa yang diberikan kepada masyarakat? 
Adapun visi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang 
versi perubahan sebagaimana ketetapan surat keputusan Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung Semarang: 
No.71/SK/YWSA/VIII/2011, dikutip di awah ini: 
“Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam 
membangun Generasi Khaira Ummah, melalui bidang pendidikan 
dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam 
menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam 
kerangka rahmatan lil‟ālamīn”. 
 
Sedankan Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang 
adalah: 
a. Meningkatkan iman dan taqwa bagi seluruh warga Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung dan Unit Pelaksana Kegiatan. 
b.  Menyelenggarakan  dan mengembangkan pendidikan Islam pada 
semua strata dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan Islami yang 
dengan fastabiq al khairat membangun peradaban Islam menuju 
masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka 
rahmatan lil‟ālamīn. 
c.  Menerapkan tema „Bismillah Membangun Generasi Khaira 
Ummah‟ dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI) pada 
semua Unit Pelaksana Kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan 
dengan standar kualitas kesetaraan universal sesuai „Risalah 
Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah’. 
d.  Meningkatkan harta wakaf dan non wakaf secara berkesinambungan 
untuk membiayai aktifitas pendidikan dan pelayanan kesehatan 
berskala global dan melestarikannya. 
e.  Menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami dalam 
tubuh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan semua Unit 
Pelaksana Kegiatan 
3. Apa faktor pendorong produktivitas pengelolaan wakaf di YBWSA? 
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas 
hasil pengelolaan wakaf. Salah satunya ialah terdapat tiga poin yang 
yang berperan dalam produktivitas hasil pengelolaan wakaf. Yakni, 
integritas para nazhir, transparansi pengeolaan wakaf, dan 
menerapkan asas kesejahteraan kepada nazhir. 
4. Apa tujuan dari YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada 
nazhir? 
Tujuan dari kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
dalam memberikan kesejahteraan terhadap nazhir adalah untuk 
memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak yang patut diterima 
oleh nazhir, apapun bentuk kesejahteraannya, minimal kebutuhan 
pokok, seperti sandang dan pangan dapat terpenuhi. Selain itu, 
kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atas kesejahteraan 
nazhir memiliki tujuan pokok. Yaitu, sebagai stimulus dan imbalan 
atas kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai nazhir. Selain itu, 
fungsi kesejahteraan agar mampu membuat para nazhir fokus dan 
profesional dalam mengelola wakaf sehingga berimplikasi terhadap 
produktivitas pengelolaan wakaf. 
5. Bagaimana bentuk-bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada 
nazhir? 
Bahwa bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Yayasan 
Badan Wakaf Sultan Agung terhadap para nazhir adalah berbentuk 
biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan 
hari tua, THR, reward haji dan umrah, kecuali gaji. Bentuk 
kesejahteraan tersebut adalah bentuk kesejahteraan yang bersifat 
materi. Selain materi, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung juga 
memberikan kesejahteraan kapada nazhir juga berbentuk non-materi. 
Kesejahteraan ini biasanya berupa pelatihan-pelatihan yang 
menunjang keberlangsungan peningkatan keimanan kepada Allah 
SWT. 
6. Mengapa nazhir YBWSA tidak mendapatkan gaji? 
Kaitannya dengan kesejahteraan, nazhir YBWSA memang 
tidak menerima gaji ataupun mengambil 10% atas haknya dari hasil 
bersih pengelolaan wakaf. Meskipun dalam KHI dan Undang-
Undang Wakaf Tahun 2004 membolehkan nazhir mengambil 
haknya. Adapun alasannya mengapa nazhir tidak menerima upah, 
karena para nazhir adalah dosen Unisulla yang gajinya sudah in sya< 
Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan alasan 
mengapa para nazhir tidak mengambil haknya atas hasil pengelolaan 
wakaf adalah, wakaf adalah harta Allah. Kita tidak baik untuk 
mengambilnya entah itu sedikit maupun banyak. Selain itu juga 
merupakan tuntunan moral. 
7. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir tersebut terhadap 
produktivitas hasil pengelolaaan wakaf? 
Peran kesejahteraan nazhir dalam produktivitas pengelolaan 
wakaf telah diakui oleh bapak Didiek Supadi selaku skertaris umum 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang mampu membuat 
Yayasan berkembang dan maju dengan pesat sehingga mampu 
memberikan kesejahteraan kapada umat. Implikasi kesejahteraan 
nazhir terhadap produktifitas pengelolaan wakaf dapat dilihat dari, 
salah satunya dari hasil dari pengelolaan wakaf selama ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
TRANSKIP WAWANCARA 
Nama Responden : Dr.H. Kiryanto, SE, Akt. M.Si 
Jabatan   : Bendahara YBWSA 
Hari/Tanggal  : 05 Juni 2017  
Pukul   : 13.00 WIB 
Tempat Wawancara : Kantor Bendahara Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung 
1. Apa tujuan dari YBWSA dalam memberikan kesejahteraan kepada 
nazhir? 
Tujuan dari kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 
dalam memberikan kesejahteraan terhadap nazhir adalah untuk 
memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak yang patut diterima 
oleh nazhir, apapun bentuk kesejahteraannya, minimal kebutuhan 
pokok, seperti sandang dan pangan dapat terpenuhi. Selain itu, 
kebijakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atas kesejahteraan 
nazhir memiliki tujuan pokok. Yaitu, sebagai stimulus dan imbalan 
atas kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai nazhir. Selain itu, 
fungsi kesejahteraan agar mampu membuat para nazhir fokus dan 
profesional dalam mengelola wakaf sehingga berimplikasi terhadap 
produktivitas pengelolaan wakaf. 
2. Apa bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada nazhir? 
Bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh YBWSA kepada 
para nazhir terdapat dua bentuk. Pertama materi, berupa: berbentuk 
biaya kesehatan BPJS, biaya transportasi, dana pensiun/tunjangan 
hari tua, THR, reward haji dan umrah, kecuali gaji. Bentuk 
kesejahteraan tersebut adalah bentuk kesejahteraan yang bersifat 
materi. Kedua,  berbentuk non-materi. Kesejahteraan ini biasanya 
berupa pelatihan-pelatihan yang menunjang keberlangsungan 
peningkatan keimanan kepada Allah SWT.  Seperti tabel di bawah: 
Jenis Waktu Pelaksanaan 
Sholat Jamaah Setiap azhan bberkumandang 
Tausiah  Setelah jamaah 
Kajian Dhuha Setiap minggu 
Qiyamullail 1 bulan sekali/ dilaksanakan setiap akhir 
bulan 
Kajian al-Quran Setiap hari 
Beberntuk; pembelajaran iqra‟, simaan dan 
menghafal 
Seminar Menyesuaikan dengan kebutugan Nazhir. 
Adapun yang pernah dilaksanakan adalah; 
- Pelatihan nazhir wakaf uang 
- Dan peningkatan kualitas SDM 
lainnya. 
 
3. Mengapa nazhir tidak mendapatkan gaji? 
Kaitannya dengan kesejahteraan, nazhir YBWSA memang 
tidak menerima gaji ataupun mengambil 10% atas haknya dari hasil 
bersih pengelolaan wakaf. Meskipun dalam KHI dan Undang-
Undang Wakaf Tahun 2004 membolehkan nazhir mengambil 
haknya. Adapun alasannya mengapa nazhir tidak menerima upah, 
karena para nazhir adalah dosen Unisulla yang gajinya sudah in sya< 
Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan alasan 
mengapa para nazhir tidak mengambil haknya atas hasil pengelolaan 
wakaf adalah, wakaf adalah harta Allah. Kita tidak baik untuk 
mengambilnya entah itu sedikit maupun banyak. Selain itu juga 
merupakan tuntunan moral. 
4. Bagaimana implikasi kesejahteraan nazhir tersebut terhadap 
produktivitas hasil pengelolaaan wakaf? 
Peran kesejahteraan nazhir dalam produktivitas pengelolaan 
wakaf telah diakui oleh bapak Didiek Supadi selaku skertaris umum 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang mampu membuat 
Yayasan berkembang dan maju dengan pesat sehingga mampu 
memberikan kesejahteraan kapada umat. Implikasi kesejahteraan 
nazhir terhadap produktifitas pengelolaan wakaf dapat dilihat dari, 
salah satunya dari hasil dari pengelolaan wakaf selama ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Perihal  : SURAT PERMOHONAN  10 Juli 2017 
Lampiran : 1 Bendel 
Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Pengelola YBWSA 
Di Tempat 
 
Assalamualaykum.wr.wb 
Dengan mengharap ridho Allah SWT dan syafaat Rasulullah 
Muhammad SAW, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama    : Saiful Anwar/132111046 
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 15 Januari 1995 
Jurusan/Fak : Hukum Keluarga Islam/Syari‟ah dan 
Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang 
Semester : 8 (Delapan) 
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Pihak Pengelola 
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang untuk memberikan 
“Surat Pernyataan” yang menunjukkan bahwa pemohon telah 
melaksanakan rangkaian penelitian di Yayasan Badan Wakaf Sultan 
Agung Semarang dengan judul: “ANALISI KESEJAHTERAAN 
NAZHIR DALAM PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF 
(Studi Kasus di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)”. 
Hormat Saya 
 
Saiful Anwar 
132111046 
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